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Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam 
dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Penerapan Harga Psikologis di Supermarket 
Super Indo Jemursari Surabaya”. Skripsi ini disusun berdasarkan tujuan menjawab 
pertanyaan suatu masalah, yakni meliputi; (1) Bagaimana mekanisme penerapan 
harga psikologis di Supermarket Super Indo Jemursari Surabaya? (2) Bagaimana 
tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap penerapan harga 
psikologis. 
Dalam mengumpulkan data yang ada, metode yang digunakan adalah field 
research dengan mengumpulkan data dari sejumlah wawancara dengan pihak-
pihak terkait dan pengumpulan dokumentasi yang selanjutnya data dibangun serta 
dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni tentang 
mekanisme penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya. Lalu output dari penelitian ini adalah analisis yang diuraikan dengan 
berpijakan pada hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Dalam penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya ditemukan 10 konsumen yang memaparkan pendapatnya melalui 
wawancara tentang hal ini. Dari hasil wawancara, terdapat tiga dari sepuluh 
konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya harga psikologis tersebut dengan 
alasan sisa dari pembulatan dari harga tersebut. Sebab dari contoh harga Rp 4.990,- 
tidak ditemukan sisa kembalian sejumlah Rp 10,- yang dapat diberikan oleh pelaku 
usaha kepada konsumen, sehingga tiga dari sepuluh konsumen yang bersedia 
diwawancari mengakui bahwa secara pribadi merasa dirugikan. 
Sehingga berdasarkan penemuan di atas dapat disimpulkan bila ditinjau dari 
hukum Islam tentu terdapat fasa>d yang ditimbulkan dari harga tersebut pada saat 
melakukan akad jual beli. Hingga untuk menjadikan akad tersebut menjadi sah 
dalam kacamata hukum Islam maka perlu adanya penghapusan hal yang 
menyebabkan akad tersebut menjadi fasa>d, yakni membulatkan harga pada label 
harga. Begitu pula bila ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999, tentu tidak sesuai 
dengan asas dan tujuan pada Pasal 2 dan 3. Dan juga ada hak konsumen yang 
harusnya sesuai dengan Pasal 4 yang juga tidak terpenuhi. Maka dari itu perlu 
adanya kesadaran dan itikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran 
yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk 
mengkomunikasikan   posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar 
kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung 
kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya. 1  Harga 
didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam 
masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang 
sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang.2 
Dari beberapa teori di atas nampak bahwa harga merupakan nisbah 
untuk pertukaran barang dengan uang untuk menghasilkan pendapatan bagi 
produsen. Di pasaran sering dijumpai barang-barang yang dijual dengan 
varian harga masing-masing. Tergantung dari jenis, volume serta jumlah 
permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Dengan adanya harga tersebut 
seorang pembeli atau konsumen mampu mendapatkan barang yang 
dibutuhkannya atau diinginkannya dengan menukarkan uangnya kepada 
penjual atau produsen. 
1  Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta, PT 
RajaGrafindo Persada, 2016), 154. 
2 Abdul Mun’in al-Jamal, al-Mausu>’ah al-Iqtisha>d al-Isla>mi, (Kairo, Da>r al-Kita>b al-Mishri, 
1980), 562. 
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Pengaturan harga sejauh ini masih bergantung pada pengaturan 
harga di pasaran tanpa ada intervensi secara langsung oleh pemerintah. 
Bahkan produsen selaku supplier barang-barang baku yang dijual di pasaran 
pun tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga di pasaran. Sehingga 
harga-harga yang ada cenderung mampu dimanfaatkan hingga dimanipulasi 
untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya demi meningkatkan 
pendapatan. 
Pada pasar modern berbasis swalayan, harga yang berlaku 
cenderung harga baku yang tidak ada pilihan tawar menawar. Penerapan 
harga yang diberlakukan pun cenderung berbeda dengan harga di pasar 
tradisional. Pada pasar modern berbasis swalayan sering ditemukan harga-
harga psikologis atau harga dengan nominal ganjil. 
Harga psikologis menjadi suatu referensi baru bagi penjual dan 
hampir sebagian perusahaan retail menggunakan penetapan harga ini untuk 
menghabiskan stock barang termasuk cuci gudang dan mendorong proses 
pembelian konsumen dengan harga yang lebih menjanjikan.3 Harga 
psikologis biasanya sering kita jumpai pada bisnis retail. Harga retail yang 
seperti ini umumnya disebut sebagai “harga unik”. Seperti yang sudah kita 
ketahui bahwa harga tersebut tidak pernah bulat misalnya sebotol air 
mineral dingin dengan merek Mizone dijual dengan harga Rp 3.465,- atau 




                                                 

































sebuah sabun dengan merek Biore BF Sparkl dijual dengan harga Rp 
13.990,-.  
Harga psikologis, juga memiliki term yang lain, seperti menurut 
Monroe 1990; Rogers 1990 dalam Holdershaw et al 1997, “Odd price also 
referred to in the literature as magic price, charm price, psychological 
price, irrational price, intuitive price rule of thumb price”.4 Harga ganjil 
juga disebut dalam literatur sebagai harga ajaib, harga pesona, harga 
psikologis, harga irasional, aturan harga intuitif harga praktis. 
Trik penetapan harga psikologis adalah saudara kembar dari trik 
penetapan suatu harga. Harga psikologis di sini juga tidak mesti berakhiran 
999, namun juga bisa 980 atau 975 tergantung dari penjual. Intinya harga 
tersebut (harga psikologis) dimainkan sebagai faktor penentu untuk menarik 
dan memengaruhi konsumen untuk datang mengunjungi atau melakukan 
transaksi penjualan.5 
Dari beberapa teori serta penerapan tentang harga psikologis bisa 
dimengerti bahwa harga psikologis merupakan suatu ketetapan harga yang 
diberikan kepada konsumen untuk menarik konsumen secara psikologis. 
Dari teori harga psikologis di atas, penulis menemukan praktik 
serupa yang terdapat di supermarkaet Super Indo Jemursari Surabaya. Di 
4 Kartika Imasari Tjiptodjojo, Jurnal Manajemen, Vol 11 No. 2; Odd Price: Harga Psikologi dan 
Perilaku Konsumen dalam Purchase Decision Making, (Bandung, Universitas Kristen Maranatha, 
2012), 146. 
5 Ali Arifin, Seni Menjual, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2009), 150. 
 
 
                                                 

































supermarket Super Indo yang terletak di Jemursari Kota Surabaya, penulis 
menemukan penerapan harga psikologis di hampir setiap produk-produk 
yang dijual. Seperti contoh, produk kemasan mie instan goreng jumbo 
dengan merek usaha Indomie di supermarket Super Indo dijual dengan nilai 
harga Rp 3.190,- dan begitu juga dengan produk kemasan Beng-beng Jumbo 
yang dijual dengan harga Rp 10.890,- dan beberapa temuan harga psikologis 
lain yang penulis lakukan ketika melakukan survey di supermarket Super 
Indo tersebut. Dan anehnya, ketika salah satu produk yang berlabel harga 
psikologis dibayarkan ke kasir maka terjadi pembulatan sepihak oleh pihak 
kasir yang sudah menjadi ketentuan dalam pemasaran produk tersebut. 
Sehingga harga asal yang harus dibayarkan sejumlah Rp 10.890,- maka 
kasir membulatkan secara sepihak sebesar Rp 10,- menjadi Rp 10.900,-.6 
Dari penerapan harga psikologis yang dilakukan oleh pemilik usaha 
supermarket Super Indo di Jemursari Surabaya, hal tersebut sudahlah 
menjadi suatu kebijakan sendiri demi menarik konsumen. Dengan 
diterapkannya harga psikologis, harapannya adalah konsumen lebih tertarik 
membeli di supermarket karna selisih harga. Namun, dengan adanya 
pembulatan yang dilakukan oleh kasir semata-mata untuk mempermudah 
transaksi pembayaran.7 
6 Hasil survey lapangan saat melakukan transaksi di supermaket Super Indo di Jemursari Surabaya. 




                                                 

































Dari penerapan harga psikologis timbul adanya pembulatan yang 
dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dengan begitu pelaku usaha mampu 
meningkatkan pendapatannya dengan cara memanipulasi harga yang 
diedarkan. Sebagai konsumen tentu sedikit banyak cenderung dirugikan 
dengan adanya masalah tersebut. Bila dikalkulasikan, jika dari pembelian 
satu kemasan mie goreng instant dengan merek Indomie seharga Rp 3.190,- 
konsumen dirugikan sebesar Rp 10,- sebab terjadi pembulatan pada saat 
membayar sehingga konsumen diwajibkan membayar sebesar Rp 3.200,- 
dan bila konsumen membeli produk tersebut secara terus menerus di 
supermarket Super Indo maka kerugian yang dibebankan kepada konsumen 
cukup signifikan. Dan di sisi lain, pelaku usaha dengan menerapkan harga 
psikologis mampu meraup keuntungan yang didapat melalui pembulatan 
secara sepihak. 
Dari keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha, tentu 
menimbulkan berbagai pertanyaan jika diteliti secara mendalam. Semisal, 
dalam sehari ada 100 konsumen yang berbelanja satu bungkus mie goreng 
instant dengan merek Indomie seharga Rp 3.190,- di supermarket Super 
Indo Jemursari Surabaya. Maka dari harga asal yang seharga Rp 3.190,- 
pemilik usaha memberlakukan pembulatan kepada setiap konsumen ketika 
melakukan pembayaran sehingga harga yang dibayar menjadi Rp 3.200,- 
tentu menjadi masalah. Tentu dari hal ini pemilik usaha mampu meraup 
keuntungan secara signifikan. Lalu, bagaimana hukumnya membulatkan 
harga psikologis yang demikian. 
 
 

































Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh 
kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan 
terjadinya permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara suka rela. 
Disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa:8   
 ﻦَﻋ ًةَﺮ َِٰﺠﺗ َنﻮَُﻜﺗ َنأ ٓ ﱠِﻻإ ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟِﭑﺑ ﻢَُﻜﻨَۡﯿﺑ ﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ ْآُﻮﻠُﻛَۡﺄﺗ َﻻ ْاُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﮭﱡَﯾٓﺄ َٰﯾ
  ﺎٗﻤﯿِﺣَر ۡﻢُِﻜﺑ َنﺎَﻛ َ ﱠ�ٱ ﱠِنإ ۚۡﻢُﻜَُﺴﻔَﻧأ ْآُﻮُﻠﺘَۡﻘﺗ َﻻَو ۚۡﻢُﻜﻨ ِّﻣ ٖضاََﺮﺗ۲۹ 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa>’ [4]: 29).9 
Dalam ayat lain juga disebutkan: 
  َﻦﯿِﻔ ِّﻔَﻄُﻤۡﻠ ِّﻟ ٞﻞۡﯾَو۱   َنُﻮﻓَۡﻮﺘَۡﺴﯾ ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﻰﻠَﻋ ْاُﻮﻟَﺎﺘۡﻛٱ َاذِإ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ۲  َوأ ۡﻢُھُﻮﻟﺎَﻛ َاذِإَو
  َنوُﺮِﺴُۡﺨﯾ ۡﻢُھُﻮﻧَز ﱠو۳   َنُﻮﺛُﻮﻌۡﺒ ﱠﻣ ﻢُﮭﱠَﻧأ َِﻚٓﺌ َٰﻟُْوأ ﱡﻦَُﻈﯾ ََﻻأ٤   ٖﻢﯿِﻈَﻋ ٍمَۡﻮﯿِﻟ٥  َمَۡﻮﯾ
  َﻦﯿَِﻤﻠ َٰﻌۡﻟٱ ِّبَﺮِﻟ ُسﺎﱠﻨﻟٱ ُمُﻮَﻘﯾ٦ 
Artinya: Celaka besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu 
menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada 
suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam. (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-6).10 
Sedangkan harga psikologis dalam tinjauan hukum Islam sendiri 
masih belum benar-benar ada yang mengkategorikan apakah penerapan 
harga psikologis tersebut termasuk kategori halal atau haram. Sebab, 
penerapan harga psikologis masih tergolong baru dan hanya diterapkan di 
8 FORDEBI dan ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis 
Islam, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), 134.  
9 Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung, CV. Diponegoro, 2013), 83. 
10 Al-Qur’an dan terjemahnya, 587. 
 
 
                                                 

































beberapa pasar tertentu, seperti pasar swalayan modern. Padahal, bila 
ditinjau dari segi maqa>s}id syariah penentuan harga tersebut tidak 
memenuhi salah satu dari unsur maqa>s}id syariah dalam aspek hifdhul 
ma>l karena mengambil keuntungan dari konsumen secara sepihak. 
Sehingga mungkin sejauh ini keuntungan yang didapat dari penerapan harga 
psikologis tersebut masih masuk dalam kategori syubha>t. Sehingga perlu 
peninjauan serta penelitian-penelitian yang menghasilkan suatu analisis 
sehingga mampu disimpulkan bagaimana hukum Islam memandang suatu 
penentuan harga psikologis. 
Namun, bila ditinjau kembali dari segi ‘urf (kebiasaan) masyarakat 
dalam menyikapi hal ini, mayoritas masyarakat masih menganggap 
penerapan harga tersebut sah-sah saja dengan alasan pecahan uang dengan 
jumlah ganjil tidak ada. Dan di sisi lain penerapan hal tersebut sudah 
menjadi lumrah di kalangan masyarakat. Hal ini juga disebabkan 
ketidaktahuan hukum dari penerapan harga itu sendiri. Apakah masuk 
dalam kategori halal atau haram dalam sisi penerapan harga psikologis. 
Bila dilihat menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen pada Pasal 4 huruf  (b) konsumen berhak memilih barang 
dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lalu Pasal 5 huruf (c) 
kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang 
disepakati. Sedangkan dalam Pasal 7 huruf (b) kewajiban pelaku usaha 
adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
 
 

































dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan. Serta juga disebutkan pada Pasal 8 huruf (f) 
tentang larangan bagi pelaku usaha memperagangkan barang/jasa tidak 
sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan 
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.11 
Bila dilihat dari ketentuan Undang-undang yang berlaku tentu 
penerapan harga psikologis oleh pemilik usaha sebagai media penarik 
konsumen menjadi kondisi yang memanipulasi konsumen agar mau 
berbelanja di tempat usahanya. Dan tentu dengan penerapan demikian 
keuntungan atau hasil dari pembulatan harga yang dilakukan oleh pemilik 
patut dipertanyakan. Dibawa kemana kah hasil pembulatan tersebut atau 
dialokasikan untuk apa hasil pembulatan tersebut. 
Namun, bila dilihat dari hukum kebiasaan masyarakat, hal ini secara 
tidak tertulis menjadi hal yang tidak diatur secara undang-undang sehingga 
ada potensi-potensi kerugian yang tidak disadari oleh konsumen akibat 
awamnya pengetahuan terhadap hal ini. 
Di samping itu, etika bisnis yang dijalankan juga seakan tidak 
mengindahkan norma-norma keterbukaan dan kejujuran dalam 
melaksanakan promosi penjualan kepada konsumen. Namun dalam konteks 




                                                 

































penelitian ini, penulis lebih memfokuskan penelitian pada aspek-aspek 
hukumnya. Sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. 
Mengingat masalah harga merupakan unsur yang vital dalam 
kegiatan jual beli atau bahkan jasa, maka menarik untuk diteliti lebih dalam 
terkait masalah yang sudah penulis paparkan tentang penerapan harga 
psikologis di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. Atas dasar 
masalah yang penulis paparkan di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut 
tentang analisis penerapan harga psikologis yang ditinjau dari hukum Islam 
serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga 
penulis menarik judul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 
Terhadap Penerapan Harga Psikologis di Supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya”. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari pemaparan di atas yang telah penulis sebutkan pada latar 
belakang, penulis mengidentfikasikan beberapa masalah yang muncul pada 
penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya: 
1. Faktor utama yang mempengaruhi penerapan harga psikologis di 
supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
2. Mekanisme penerapan harga psikologis oleh pemilik usaha supermarket 
Super Indo di Jemursari Surabaya. 
3. Pandangan hukum Islam serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen terhadap penerapan harga psikologis. 
 
 

































Dari sejumlah identifikasi masalah yang telah penulis sebutkan, 
maka penulis mengambil langkah-langkah yang memfokuskan batasan 
masalah yang akan penulis bahas secara tuntas pada pembahasan ini 
meliputi: 
1. Mekanisme penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo 
Jemursari Surabaya. 
2. Tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap penerapan 
harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
C. Rumusan Masalah 
Berpijak dari dari latar belakang pembahasan judul serta dari 
identifikasi masalah yang kemudian dikerucutkan fokus pembahasan ini 
pada: 
1. Bagaimana mekanisme penerapan harga psikologis di supermarket 
Super Indo Jemursari Surabaya? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap 
penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya?  
D. Kajian Pustaka 
Dalam memudahkan penulis untuk mendapatkan gambaran umum 
terkait penerapan harga psikologis maka penulis perlu menentukan kajian 
pustaka untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan dengan 
 
 

































topik pembahasan yang memiliki topik yang sejenis, hampir mirip atau 
memilki keterkaitan terhadap objek pembahasan agar tidak terjadi 
pengulangan, duplikasi ataupun plagiasi. Dalam menentukan kajian pustaka 
ini, penulis menemukan tiga penelitian yang memiliki topik pembahasan 
yang hampir sejenis. Yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Rahayu (2018) tentang 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap kebiasaan merubah harga secara 
sepihak pada jual beli Sayur Mayur: Studi kasus di Desa Pedagangan 
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan menjelaskan tentang praktik jual beli sayur mayur 
dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak yang dilakukan oleh 
tengkulak kepada petani tidak sesuai syar’i. Perubahan harga secara 
sepihak yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh tengkulak dalam jual 
beli sayur mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom 
Kabupaten Gresik subyek yang melakukan jual beli tersebut 
melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari 
siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli sudah dewasa dan sehat 
akalnya.12 
2. Pada tahun 2016 penelitian yang dilakukan oleh Maulida Khasanah 
yang mengangkat tentang “Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap 
12 Putri Dwi Rahayu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak 
Pada Jual Beli Sayur Mayur: Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten 
Gresik, (Surabaya, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019). 
 
 
                                                 

































Pembulatan Harga Jual Pada Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak 
(BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 
Gresik”. Skripsi ini mengangkat tentang analisis hukum Islam dalam 
mekanisme pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM terdapat 
penyimpangan, dikarenakan ada beberapa konsumen yang merasa 
dirugikan. Kerugian tersebut apabila dianalisis maka sistem pembulatan 
harga masih terdapat unsur riba. Akan tetapi pembulatan harga jual yang 
terjadi di SPBU Pertamina bisa diperbolehkan oleh Agama Islam, 
manakala unsur kerelaan/taradhin dapat terpenuhi yakni konsumen 
merelakan uang kembalian pembelian BBM tersebut hanya untuk 
menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami pihak SPBU.13 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Surono pada tahun 2010 yang berjudul 
“Analisis Pengaruh Penetapan Harga, Lokasi dan Promosi Terhadap 
Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Alfa Mart Rempoa Sandratex). 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh 
penetapan harga, lokasi dan promosi pada keputusan pembelian 
konsumen. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa variabel 
penetapan harga, lokasi dan promosi berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini ditunjukkan dengan Adjusted R Square sebesar 63% 
sedangkan sisanya sebesar 37% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diketahui. Dalam penelitian ini juga diketahui secara parsial 
13 Maulida Khasanah, Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Harga Jual Pada Transaksi Jual Beli Bahan 
Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Gresik, 
(Surabaya, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016). 
 
 
                                                 

































variabel penetapan harga, lokasi dan promosi berpengaruh signifikan 
terhadap variabel keputusan pembelian.14 
Dari ketiga tinjauan pustaka sebelumnya dapat ditarik persamaan 
bahwa dalam tiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis 
lakukan ini terletak pada objek harga yang diteliti. Yakni pada harga yang 
diterapkan di masing-masing lokasi usaha. Terlebih di dua penelitian 
pertama secara spesifik menjelaskan tentang perubahan atau pembulatan 
harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dan di penelitian yang ketiga 
menjelaskan tentang bagaimana pengaruh penerapan harga, lokasi dan 
promosi terhadap keputusan pembelian, meski yang penulis fokuskan pada 
penelitian tersebut pada penelitian harganya saja. 
Selain itu, perbedaaan dari ketiga penelitian tersebut dengan 
penelitian yang penulis lakukan ialah fokus pada spesifikasi harga 
psikologis yang diteliti dalam penelitian ini, sebab dalam dua penelitian 
pertama yang disebutkan hanya menyebutkan masalah terhadap pembulatan 
harga dan perubahan harga. Namun, dengan adanya penelitian ini secara 
spesifik menyebutkan tentang harga psikologis sehingga dapat dikiaskan 
dengan penerapan harga yang dibulatkan atau dirubah secara sepihak yang 
kemudian topik permasalahan ini dianalisis dengan dasar hukum Islam dan 
14 Surono, Analisis Pengaruh Penetapan Harga, Lokasi dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 
(Studi Kasus Pada Alfa Mart Rempoa Sandratex), (Jakarta, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 
 
 
                                                 

































UU No. 8 Tahun 1999 tenang Perlindungan Konsumen sehingga penelitian 
ini memiliki karakteristik tersendiri. 
Dengan adanya tiga kajian pustaka di atas, menjadikan penelitian 
penulis mudah dalam berpijak dalam mengambil teori-teori serta melangkah 
menuju analisis pada penelitian yang penulis lakukan sehingga menjadi 
suatu penelitian yang sistematis pada judul “Analisis hukum Islam dan UU 
No. 8 Tahun 1999 terhadap penerapan harga psikologis di supermarket 
Super Indo Jemursari Surabaya”. 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan identifikasi serta rumusan masalah yang sudah 
penulis paparkan, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk: 
1. Mengetahui mekanisme penerapan harga psikologis di supermarket 
Super Indo Jemursari Surabaya. 
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap 
penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 
1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan 
ilmu pengetahuan khususnya di bidang transaksional serta pada aspek 
penerapan harga jual. Sehingga permainan harga serta manipulasi yang 
 
 

































beredar di pasaran mampu diminalisir. Di sisi lain harapan penulis 
secara pribadi dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya sehingga teori-teori  serta analisis yang disimpulkan dari 
penelitian ini mampu dikembangkan lebih luas untuk kebutuhan ilmu 
pengetahuan secara universal. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu diterapkan secara luas 
bagi seluruh pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali terhadap 
harga-harga yang bakal diterapkan dalam sistem penjualannya dengan 
tetap memperhatikan aspek keseimbangan mutu, layanan serta 
kepuasan konsumen untuk menjaga stabilitas pendapatan dan daya beli 
masyarakat secara umum. Juga, penelitian ini diharapkan mampu 
menyadarkan dari kalangan ulama dan pemerintah untuk 
memperhatikan pengaturan harga yang terjadi di pasaran agar sesuai 
dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. 
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan 
dalam wawasan ilmu pengetahuan agar pembaca mampu memahami 
hal-hal yang berada di sekitarnya 
G. Definisi Operasional 
Demi memudahkan para kalangan yang ingin mengkaji ulang terkait 
topik permasalahan yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka penulis 





































Analisis hukum Islam: Merupakan suatu metode penyelidikan atau 
penguraian suatu masalah dengan melandaskan 
penyelidikan atau penguraian masalah pada 
hukum Islam terkait hukum halal atau haramnya 
peristiwa atau masalah tersebut. Dalam hal ini, 
teori yang digunakan menggunakan dalil-dalil 
mua>malah. 
UU No. 8 Tahun 1999: Merupakan Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur tentang 
Perlindungan Konsumen yang dibentuk oleh 
pemerintahan Republik Indonesia.  
Harga psikologis:  Harga psikologis yang dimaksudkan di sini ialah 
penerapan harga yang dicantumkan dalam label 
harga dengan bentuk nominal yang ganjil. Sebagai 
contoh Rp 5.980,-. Untuk harga normal senilai Rp 
6.000,-. Sehingga terdapat pembulatan pada saat 
melakukan transaski pembayaran. 
Super Indo: Adalah sebuah tempat usaha yang berbentuk pasar 
modern berbasis swalayan yang menerapkan harga 
psikologis tersebut. Supermarket itu sendiri berada 
di bawah pengawasan PT. Lion Super Indo dengan 
merek usaha Super Indo yang terletak di 
Kecamatan Jemursari Kota Surabaya. 
 
 

































H. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian berikut 
menggunakan metode studi lapangan (field research) agar dalam pencarian 
data ditemukan kebenaran yang sebenarnya terjadi di lapangan tanpa ada 
unsur manipulasi data. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian 
kualitatif, yakni dengan menjaga substansi yang terkandung dalam 
penelitian yang dilakukan, yakni penelitian tentang “Analisis Hukum Islam 
dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Penerapan Harga Psikologis di 
Supermarket Super Indo Jemursari Surabaya”: 
1. Data yang dikumpulkan 
Untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian ini 
maka penulis mengklasifikasikan dua kalasifikasi data yang kami 
kumpulkan, yakni data primer dan sekunder. Di antara klasifikasi 
pengumpulan data dari masalah yang didapat kami kumpulkan data 
sebagai berikut: 
a. Primer 
Dalam menghimpun data-data primer penulis akan 
menghimpun data-data yang ada sebagai berikut: 
1) Faktor yang memengaruhi penerapan harga psikologis. 
2) Mekanisme penerapan harga psikologi di supermarket Super 
Indo Jemursari Surabaya. 
 
 

































3) Alokasi laba yang didapatkan dari hasil pembulatan harga 
psikologis di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
4) Pendapat konsumen terkait diterapkannya harga psikologis di 
supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
5) Analisis hukum Islam terhadap penerapan harga psikologis. 
6) Analisis UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
terhadap penerapan harga psikologis. 
b. Sekunder 
Untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari data primer 
penulis menghimpun beberapa data sebagai berikut: 
1) Strategi penerapan harga psikologis di supermarket Super Indo 
Jemursari Surabaya. 
2) Produk-produk pilihan yang dijual dengan harga psikologis. 
3) Dampak dari penerapan strategis harga psikologis terhadap daya 
beli konsumen supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
4) Proses pembulatan saat melakukan pembayaran pembelian 
produk yang dijual dengan harga psikologis. 
2. Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data tentang penerapan harga psikologis 
penulis mengklasifikasikan dua sumber data. Sumber data Primer dan 
Sekunder. 
c. Sumber primer 
 
 

































Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan 
untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek 
penelitian, sumber primer diambil dari beberapa informan kunci, 
sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang 
karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan 
khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih 
luas dan terinci dibandingkan lainnya.15 Untuk memperoleh data-
data dari sumber primer maka pihak yang dipilih sebagai berikut: 
1) Head of Store Manager supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya. 
2) Staff supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
3) Salah satu kasir supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
4) 10 Konsumen supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
d. Sumber sekunder 
Sumber sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan 
atau dihimpun untuk melengkapi informasi-informasi yang terkait 
dengan obyek penelitian. Sebab penelitian ini juga memiliki 
keterkaitan dengan kaidah fiqhiyyah, kebijakan publik dan sarana 
penyedia layanan transportasi publik maka untuk mendapatkan data-
data dari sumber sekunder maka sumber yang dimaksud terdiri dari: 
1) Dr. Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa adillatuhu 
15 Samiaji Serosa, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar, PT. Indeks, 2012, 59. 
 
 
                                                 

































2) Dr. Rozalinda, M.Ag., Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya 
pada Aktivtas Ekonomi. 
3) Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah. 
4) Kartika Imasari Tjiptodjojo, Jurnal Manajemen, Vol 11 No. 2; 
Odd Price: Harga Psikologi dan Perilaku Konsumen dalam 
Purchase Decision Making. 
5) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan 
penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara: 
1. Wawancara (interview), merupakan salah satu teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan 
yang diwawancarai.16 merupakan metode penggalian data dengan 
cara mendengar secara langsung dari narasumber dari beberapa 
pertanyaan terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini 
penulis mewawancarai: 
1) Store Leader pengelola usaha supermarket Super Indo 
Jemursari Surabaya 
16 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Jakarta, 
Kencana Prenadamedia Group, 2011, 138. 
 
 
                                                 

































2) Assistant Store Leader supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya. 
3) Petugas kasir pembayaran supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya. 
4) Konsumen supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
2. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
menumental dari seseorang.17 Dari sini penulis melakukan upaya 
pengumpulan data demi menjaga kevalidan bahwa data-data yang 
diperoleh merupakan hasil murni dari yang dilakukan oleh penulis. 
Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi dengan cara 
mengumpulkan data-data sebagai berikut: 
1) Struk pembelian produk dengan harga psikologis di 
supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
2) Data-data yang dikumpulkan dari hasil kuisioner sejumlah 
minimal 10 (sepuluh) responden. 
3) Dokumentasi terkait produk-produk pilihan yang dijual 
dengan harga psikologis. 
4) Potret kondisi supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Untuk mengolah data yang diperoleh oleh penulis, maka perlu 
dilakukan hal-hal berikut: 
17 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung, Alfabeta, 2016, 326. 
 
 
                                                 

































a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi 
yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, 
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.18 
Teknik ini digunakan untuk mengoreksi data-data yang telah 
diperoleh, baik itu wawancara, dokumentasi ataupun studi lapangan 
atau studi pustaka dengan cara memeriksa kembali data-data yang 
terkumpul serta dilakukan penyesuaian terhadap data yang diperoleh 
secara kolektif. 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber 
dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh 
gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 
mengelompokan data yang diperoleh.19 Teknik ini digunakan untuk 
menyusun data-data yang telah diperoleh dengan cara yang 
sistematis agar lebih mudah untuk dipahami melalui teknik 
penyusunan data mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pustaka 
hingga pengumpulan fakta di lapangan sehingga dapat 
menggambarkan secara jelas terkait masalah yang diteliti. 
c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 
18 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), hal 
153. 
19 Ibid, 154. 
 
 
                                                 

































penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, 
sehingga diperoleh kesimpulan.20 
5. Teknik Analisis Data 
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dianalisis 
sehingga mampu menghasilkan sebuah kajian studi yang kompleks serta 
tidak menimbulkan berbagai pertanyaan di kemudian hari setelah 
adanya analisis tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik 
analisis data, yaitu: 
d. Pendekatan Deskriptif 
Yakni dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang 
terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran 
secara umum bagaimana mekanisme penentuan harga psikologis di 
supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
e. Pola Pikir Deduktif 
Pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan 
permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang 
bersifat khusus.21 Yakni dengan berpijak pada fakta-fakta yang 
pernah terjadi di penelitian lain yang membahas seputar penerapan 
harga secara umum lalu diteliti serta dianalisis sehingga 
dikemukakan persoalan-persoalan menjadi bersifat khusus.  
20 Ibid, 195. 
21 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1975), 16. 
 
 
                                                 

































I. Sistematika Pembahasan 
Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur secara sistematis 
serta mampu menjaga substansi dari kandungan setiap kronologi penelitian, 
maka diperlukan sistemaika pembahasan yang tepat. Berikut adalah 
sistematika yang disusun pada penelitian ini: 
 Bab pertama, merupakan pendahuluan dalam penyusunan penelitian 
ini dengan pemaparan latar belakang masalah, lalu berlanjut pada 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
 Bab kedua, berisi tentang landasan teori pada akad jual beli meliputi 
hukum jual beli, syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli perspektif hukum 
Islam. Disertakan pula aturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Lalu berlanjut pada teori mekanisme penentuan 
harga di pasar hingga konsep dasar teori harga psikologis. 
 Bab ketiga, menyajikan gambaran lokasi penelitian serta hasil 
penelitian berupa gambaran secara terperinci terkait mekanisme penerapan 
harga psikologis dan lalu mekanisme pembulatan harga pada saat dilakukan 
pembayaran di kasir supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
 Bab keempat, memuat tentang analisis penelitian. Yakni analisis 
hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terhadap penerapan 
harga psikologis di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
 
 

































 Bab kelima, merupakan bab terakhir berupa penutup yang 
merupakan kesimpulan yang merupakan rumusan singkat dari hasil 
penelitian yang dilengkapi dengan saran oleh penulis untuk 
menyempurnakan penyusunan isi penelitian ini.
 
 
































KONSEP TEORI JUAL BELI DAN HARGA PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 
A. Teori Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Perdagangan atau jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari 
bahasa Arab al-bai’, at-tija>rah, al-muba>dalah yang artinya mengambil, 
memberikan sesuatu atau barter.1 Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih 
dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut 
pandangnya masing-masing.2 
Al-Bay’ secara bahasa yakni, menukarkan benda dengan benda. 
Sedangkan secara istilah yakni menukarkan harta dengan harta dengan 
cara khusus. Berdasarkan ayat, “...dan Allah menghalalkan jual beli...”, 
dan juga disebutkan dalam hadits, seseorang bertanya kepada Nabi SAW 
tentang pekerjaan yang paling baik, beliau bersabda, “pekerjaan seorang 
laki-laki dari tangannya sendiri dan segala perniagaan yang baik”, yakni 
tidak ada penipuan serta khianat.3 
Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay’ yang berarti 
menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz al-bay’ 
1 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 124. 
2 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor, Penerbit Ghalian Indonesia, 
2012), 75. 
3 Zainuddi>n al-Mali>ba>ri, Fath}ul Mu’i>n (Jakarta, Dar al-Kutub Islamiyah, 2010), 136. 
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dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 
yakni kata ash-shira>’ (beli). Dengan demikian, kata al-bay’ berarti jual, 
tetapi sekaligus jual beli.4 
Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli 
adalah sebagai berikut: 
a. Tukar menukar dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan 
barang yang sifatnya terus-menerus dengan tujuan untuk mencari 
keuntungan.5 
b. Yang dimaksud jual beli adalah: “Pertukaran harta atas asas dasar 
saling rela, atau: memindahkan milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan (yaitu berupa alat tukar sah).6 
Adapun pembagian jual beli terbagi menjadi tiga bagian: 
a. Benda yang dapat terlihat, hukumnya mubah dan sah jual belinya, 
yakni benda yang wujudnya ada secara konkret, adapun syaratnya 
benda yang dijual harus suci, bermanfaat atau dapat digunakan, 
ukurannya dapat diterima dan bagi yang berakad memiliki hak. Dan 
dalam jual beli harus ada ija>b dan qobu>l, seperti, saya membeli 
(kalimat dari pembeli) atau saya jual kepadamu (kalimat dari penjual). 
b. Barang yang dijual sesuai dengan perjanjian, hukumnya mubah dan 
sah jual belinya, jual beli ini biasa digunakan dengan akad jual beli 
4 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 73. 
5 Ibnu Mas’ud, Fiqih Mazhab Syafi’i (Jakarta, Pustaka Setia, 2000), 21. 
6 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 33. 
 
 
                                                 

































salam, yakni benda yang dipesan harus sesuai dengan perjanjian 
ketika diperjual belikan. 
c. Jual beli benda yang tidak terlihat bagi kedua belah pihak maka tidak 
diperbolehkan dan tidak sah.7 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
a. Al-Qur’an 
... ْۚاَٰﻮﺑ ِّﺮﻟٱ َم ﱠﺮَﺣَو َﻊَۡﯿﺒۡﻟٱ ُ ﱠ�ٱ ﱠﻞََﺣأَو۲۷٥F8 
Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah (2): 275). 
Lalu pada ayat yang lain juga disebutkan pada Surah An-Nisa’ 
ayat 29, yakni: 
 ًةَﺮ َِٰﺠﺗ َنﻮَُﻜﺗ َنأ ٓ ﱠِﻻإ ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟِﭑﺑ ﻢَُﻜﻨَۡﯿﺑ ﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ ْآُﻮﻠُﻛۡﺄ�َﺗ َﻻ ْاُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬ ﱠ�ﻟٱ ﺎ َ�ﮭﱡَﯾﺄ ٓ ٰ�َﯾ
 ۡۚﻢُﻜﻨ ِّﻣ ٖضاََﺮﺗ ﻦَﻋ... ۲۹9 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu...”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 29). 
b. Hadith 
Hukum jual beli juga terdapat dari beberapa hadits Nabi 
SAW, diantaranya: 
7 Muhammad bin Qosim al-Ghazi, Fathu al-Qorib al-Mujib (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 
2003), 69-70. 
8 Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 47. 
9 Ibid, 83. 
 
 
                                                 

































 ﺐــــــﺴﻜﻟا ّيأ :ﻞْﯩــــــﺳ ﷲ ﻲّﻠــــــﺻ ّﱯﻨﻟا ّنأ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲــــــﺿر ﻊﻓار ﻦﺑ ﺔﻋﺎﻓر ﻦﻋ
(روﱪﻣ ﻊﻴﺑ ّﻞﻛ و ,ﻩﺪﻴﺑ ﻞﺟﺮﻟا ﻞﻤﻋ) :لﺎﻗ ؟ﺐﻴﻃأ.  ﻪﺤّﺤــــــــــﺻ و رّاﺰﺒﻟا ﻩاور
.ﻢﻛﺎﳊا10 
Artinya:  Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, bahwasannya seseorang bertanya 
pada Nabi SAW, “pekerjaan apa yang paling baik?” beliau 
menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki dengan 
kemampuannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik”. 
(HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim). 
Dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah 
SAW juga bersabda: 
(يﺬﻣﱰﻟا ﻩاور) ءاﺪﻬﺸﻟا و ﲔﻘﻳﺪﺼﻟا و ﲔّﻴﺒﻨﻟا ﻊﻣ ﲔﻣﻷا قوﺪﺼﻟا ﺮﺟﺎﺘﻟا11 
Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar 
(kedudukannya di surga) dengan para nabi, para s}iddiqin 
dan para syuhada”. (HR. Tirmidhi). 
Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan: 
 ٍضاﺮﺗ ﻦﻋ ﻊﻴﺒﻟا ﺎّﳕإ :ﻢّﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰّﻠﺻ ّﱯﻨﻟا لﺎﻗ (ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور)12 
Artinya:  Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli harus 
didasarkan atas saling kerelaan. (HR. Ibnu Majah). 
c. Ijma’ 
Jumhur ulama’ sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ 
ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan 
10 Ibn Hajar al-Asqala>ni, Bulu>gh al-Mara>m min adillat al-Ahka>m (Beirut, Da>r al-Kutub al-
Ilmiyyah, 2010), 158. 
11 Ima>m Tirmizi>, Sunan al-Tirmidhi Juz 3, (Beirut, Da>r al-Kutub, 2010), 5. 




                                                 

































dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan 
kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, 
namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan 
disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk 
merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada 
dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan 
orang lain.13 
Dalam pandangan empat imam madzhab terdapat beberapa 
pendapat, antara lain: 
1) Madzhab Hanafiyah 
Menurut ulama’ madzhab Hanafiyah, jual beli mengandung dua 
makna, yakni:14 
a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata 
uang, yakni emas atau perak dan sejenisnya. Kapan saja lafal 
diucapkan, tentu kembali pada arti ini. 
b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya 
adalah makna khusus ini. 
2) Madzhab Malikiyah 
13 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Mu’amalah, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 73. 




                                                 

































Menurut madhzah Malikiyah, jual beli atau bai’ menurut istilah 
ada dua pengertian, yaitu:15 
a) Pengertian untuk seluruh satuannya bai’ (jual beli), yang 
mencakup akad s}arf, salam dan lain sebagainya. 
b) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu 
sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai’ secara mutlak 
menurut ‘urf (adat kebiasaan). 
3) Madzhab Syafi’iyyah 
Para ulama’ madzhab Syafi’iyyah mendeinisikan bahwa jual beli 
menurut shara’ adalah akad penukaran harta dengan harta 
melalui cara tertentu.16 
4) Madzhab Hanabilah 
Menurut ulama’ madzhab Hanabilah, jual beli menurut shara’ 
adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat 
yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk 
selamanya.17 
3. Rukun, Sifat dan Syarat Jual Beli 
a. Rukun Jual Beli 
Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan 
pendapat antara ulama’ Hanafiyah dengan jumhur ulama’. Rukun jual 
15 Ibid. 
16 Ibid, 292. 
17 Ibid. 292. 
 
 
                                                 

































beli menurut ulama’ Hanafiyah hanya satu, yaitu Ija>b (ungkapan 
membeli dari pembeli) dan Qabu>l (ungkapan menjual dari penjual). 
Menurut mereka yangmenjadi rukun dalam jual beli hanyalah 
kerelaan (rid}a/tara>d}in) kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan 
unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka 
diperlukan indikasi yang menujukkan kerelaan itu dari kedua belah 
pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak 
yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar 
dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan 
harga barang.18 
Sedangkan menurut jumhur ulama’ rukun jual beli itu ada 
empat: 
1) Orang yang berakad. 
2) S{igat (lafal Ija>b dan Qabu>l). 
3) Ada barang yang dibeli. 
4) Ada nilai tukar pengganti barang.19 
Sedangkan di kalangan ulama syafi’iyah, rukun jual beli terdiri 
dari tiga, yakni:  
18 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 115. 




                                                 

































1) Dua orang yang berakad (al-‘a>qidain); yakni penjual dan 
pembeli. 
2) Objek akad (Ma’qu>d ‘alaih); harga dan objek yang diberi harga. 
3) S{igat (Ija>b dan Qabu>l).20 
Adapun makna s}igat ialah ija>b dan qobu>l dan pembagian 
ijab dan qobul adalah sebagai berikut: 
1) Ija>b, sari>h dan kina>yah 
a) Sa>rih (jelas), yakni sesuatu yang menunjukkan kepindahan 
pemilikan dengan petunjuk yang kuat dari ucapan secara 
lisan. 
b) Kina>yah (eksplisit), petunjuk ija>b dengan menggunakan 
kata yang mengarah atau mencakup kegiatan jual beli.21 
2) Qobu>l, yang menunjukkan kepemilikkan secara terang. 
a) al-Isti>ja>b, permintaan ucapan ija>b dari pembeli kepada 
penjual. 
b) al-Istiqba>l, permintaan ucapan qobu>l dari penjual kepada 
pembeli.22 
b. Sifat Akad Jual beli 
20 Sayyid (al) Hasan al-Ka>f, at-Taqri>ra>t as-Sadi>da>h fi> al-Masa>il al-Mufi>dah} 
(Riyad}, Da>r al-Mi>ra>th an-Nabawi>), 12. 
21 Sayyid (al) Hasan al-Ka>f, at-Taqri>ra>t as-Sadi>da>h..., 15. 
22 Ibid, 16. 
 
 
                                                 

































Akad jual beli, selain harus memenuhi kriteria rukun dan 
syarat masing-masing, para jumhur Ulama Fiqh membagi sifat akad 
jual beli menjadi dua bagian, sohih dan gairu sohih:23 
1) S}ah}i>h} adalah akad jual beli yang memenuhi kriteria dari 
rukun dan syaratnya secara menyeluruh 
2) Ghairu sohih adalah akad jual beli yang terdapat kekurangan 
pada rukun dan syaratnya 
Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, maka hal tersebut 
dibagi lagi menjadi tiga, yakni s}ah}i>h}, batil dan fasid:24 
1) S}ah}i>h} adalah dari objek serta sifat akadnya sesuai dengan 
ketentuan shariah. 
2) Batil, yaitu yang terdapat kekurangan atau kecacatan pada salah 
satu dari akad ataupun objeknya, yang mana hukum jual beli 
tersebut tidak sah. 
3) Fasid, yaitu jual beli yang terdapat kekurangan atau kecacatan 
pada akadnya saja, yang hukumnya menjadi sah dengan syarat 
harus terlebih dahulu menghilangkan kekurangan atau 
kecacatan pada akad tersebut 
c. Syarat Jual Beli 
Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh 
karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli 
23 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), 423. 
24 Ibid, 424-425. 
 
 
                                                 

































sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku 
mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning, atau pembeli 
rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yangakan dibelinya itu 
terbuat dari besi dan sebagainya.25 
Pensyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga 
diperbolehkan, misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki 
hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah 
mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama 
sebulan, karena Jabir bin Abdullah mensyaratkan kepada Rasulullah 
SAW bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya 
tersebut telah dijual kepada beliau.26 
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli 
yang dikemukakan oleh jumhur ulama’ sebagai berikut: 
1) Syarat Orang yang Berakad (al-‘a>qidain) 
Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan: 
a) Baligh dan Berakal 
Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, 
orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai 
mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila 




                                                 

































dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun 
miliknya.27 
Dasar hukumnya adalah QS. An-Nisa>’ (4): 5; 
 ُﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ َٓءﺎََﮭﻔﱡﺴﻟٱ ْاُﻮﺗُۡﺆﺗ َﻻَو... ٥ 
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-
orang yang belum sempurna akalnya, harta 
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu)...”28 
b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda 
Maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak 
sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan 
dalam melakukan jual beli.29 
2) Syarat terkait I<ja>b dan Qobu>l 
Para ulama’ fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari 
jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua 
belah pihak dapat dilihat dari ija>b dan qobu>l yang 
dilangsungkan. Menurut mereka, ija>b dan qobu>l perlu 
diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang 
bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad 
sewa menyewa dan akad nikah. Apabila ija>b dan qobu>l telah 
diucapkan dalam jual beli, maka pemilikan barang dan uang 
telah berpindah tangan.30 
27 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi..., 118. 
28 Al-Qur’an dan Terjemahnya, 77. 
29 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi..., 120. 
30 Ibid, 120. 
 
 
                                                 

































Dan dalam ija>b dan qobu>l tidak ada keharusan 
menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya 
ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-
kata dan bentuk kara itu sendiri.31 
Adapun syarat-syarat s}igat ija>b dan qobu>l dalam 
jual beli adalah sebagai berikut: 
a) Orang yang mengucapkannya berakal dan baligh (menurut 
jumur ulama’) atau telah berakal (menurut ulama’ mazhab 
Hanafiyah).32 
b) Qobu>l sesuai dengan ija>b dalam satu makna33. Sebagai 
contoh, ketika penjual mengatakan, “Saya jual buku ini 
dengan harga sepuluh ribu”, maka pembeli mengucapkan, 
“saya beli buku ini dengan harga sepuluh ribu”. 
c) Tidak ada batas waktu, yakni penjual menjual barang 
kepada pembeli sampai batas waktu yang ditentukan.34 
Semisal penjual mengatakan, “Saya jual buku ini padamu 
selama sebulan”. 
d) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya 
kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir 
dalam satu tempat.35 
31 Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah Juz 12 (Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1987), 49. 
32 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi..., 120. 
33 Sayyid (al) Hasan al-Ka>f, at-Taqri>ra>t as-Sadi>da>h..., 17. 
34 Ibid, 17. 
35 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m..., 362. 
 
 
                                                 

































3) Syarat Barang yang Diperjualbelikan36 
a) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah 
penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan 
sebagainya. Dasar hukumnya adalah HR. Bukha>ri dan 
Muslim: 
 ﷲ ّنإ :لﺎﻗ ﻢّﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰّﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ّنأ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺮﺑﺎﺟ ﻦﻋ
 و يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور) مﺎﻨﺻﻷا و ﺮﻳﺰﻨﳋا و ﺔﺘﻴﳌا و ﺮﻤﳋا ﻊﻴﺑ مّﺮﺣ ﻪﻟﻮﺳر و
(ﻢﻠﺴﳌا.37 
Artinya: Dari Jabir ra. Rasulullah s.a.w besabda: 
Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya 
mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi 
dan berhala. (HR. Bukhari dan Muslim). 
b) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli 
benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut 
syara’, seperti menjual babi, cicak dan sebagainya. 
c) Tidak dibatasi waktu 
d) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat 
diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang 
lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan 
keraguan salah satu pihak. 
4) Syarat Nilai Tukar38 
36 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, 72. 
37 Abu> H}ujjaj Muslim ibn H}ajja>j al-Qushairi, S}ah}i>h} Muslim juz 11, (Beirut, Dar al-
Kutub,2001), 125. 
38 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi..., 124-125. 
 
 
                                                 

































Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting. 
Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama’ fiqh membedakan 
antara al-thaman dan al-si’ru. 
Menurut ulama’ fiqh, al-si’ru adalah harga pasar yang 
berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan al-thaman 
adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang 
sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua 
jenis harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga 
antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). 
Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah 
al-si’ru, bukan al-thaman. 
Syarat-syarat as-si’ru adalah:39 
a) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak 
harus jelas jumlahnya. 
b) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya 
dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar 
kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus 
jelas. 
c) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang 
dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara’ 
39 Ibid, 125. 
 
 
                                                 

































seperti babi dan khamr, karena kedau jenis barang itu tidak 
bernilai dalam pandangan syara’. 
B. Teori Jual Beli Menurut UU Perlindungan Konsumen (UUPK) 
1. Pengertian Jual Beli Menurut UUPK 
Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan 
pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan 
antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi objek 
jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum di depan mata dan 
belum diserahterimakan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang 
mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum 
kontrak ada beberapa asas yang wajib dilakukan yang membuat ataupun 
tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, 
menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan perjanjian dengan siapapun, 
menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis ataupun lisan.40 
2. Ketentun dalam UUPK 
Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
yang selanjutnya disingkat menjadi UUPK, Pasal 1 (satu) menerangkan 
tentang ketentuan umum, maksud-maksud yang tertera dalam UU tersebut 
antara lain:41 
40 Salim HS, Kontrak Teori dan Teori Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 9. 
41 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1-3 tentang Perlindungan Konsumen. 
 
 
                                                 

































a. Pasal 1 ayat 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen 
b. Pasal 1 ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan. 
c. Pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah  setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
Sedangkan hak konsumen ialah, seperti yang tertuang dalam Pasal 
4 UUPK huruf (a) tentang hak konsumen menyatakan hak atas 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa. Dan huruf (b) menyatakan hak untuk memilih barang 
dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Serta huruf 
(c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa.42 
42 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf (a-c) tentang Perlindungan Konsumen. 
 
 
                                                 

































Mengenai kewajiban konsumen juga diterangkan pada Pasal 5 UU 
No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan kewajiban 
konsumen adalah: 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
Lebih lanjut lagi pada bagian kedua di dalam UUPK mengenai hak 
dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6 huruf (a) UUPK menyatakan bahwa 
hak pelaku usaha ialah untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
Sedangkan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 UUPK adalah:43 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan 
dan pemeliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
43 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (a-c) tentang Perlindungan Konsumen. 
 
 
                                                 

































Sedangkan larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan Pasal 10 huruf 
(a) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang 
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarlan, 
mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak 
benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau 
jasa.44 
C. Teori Harga 
1. Pengertian Harga 
Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan 
dalam bahasa Arab berasal dari kata thaman atau si’ru yakni nilai sesuatu 
dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (‘an tara>din), 
pemakaian kata thaman lebih umum daripada qi>mah yang menunjukkan 
harga ril yang telah disepakati. Sedangkan si’ru adalah harga yang 
ditetapkan untuk barang dagangan.45 Harga adalah perwujudan nilai suatu 
barang atau jasa dalam satuan uang.46  
Teori harga atau price theory adalah teori yang menjelaskan 
bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu 
barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas suatu 
barang ditentukan oleh banyak faktor. Kekuatan permintaan dan 
44 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 10 huruf (a) tentang Perlindungan Konsumen. 
45 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta, PT 
RajaGrafindo Persada, 2016), 154. 




                                                 

































penawaran membentuk harga biasanya digambarkan dalam bentuk 
kurva,47 seperti gambar berikut. 
 
Gambar 1.1 Kurva Keseimbangan Harga48 
Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang 
dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai 
kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang 
dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau 
jasa tersebut. Misalnya suatu barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter 
termasuk ke dalam teori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus 
dibayarkan atas benda atau apa yang telah dilakukan.49 
47 Magdalena Lumbantoruan dan B. Suwartoyo, Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 
(Jakarta, PT Delta Pamungkas, 2004), 232. 
48 https://behindus.files.wordpress.com/2011/04/pembentukan-harga-pasar1.jpg, diakses pada 10 
Mei 2019. 
49 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori..., 154. 
 
 
                                                 

































Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan 
uang. Dalam masyarakat modern, nilai barang tidaklah dinisbahkan 
kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang.50 
Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) 
dan/aspek lain (nonmoneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan 
tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa.51 
Dalam ilmu ekonomi, sebagaimana yang dikutip oleh Erni 
Trisnawati Sule dan M. Hasanuddin dalam buku Manajemen Bisnis Syariah, 
Adam Smith memberikan gagasan harga sebagai ”nilai dalam pertukaran”. 
Selain itu, harga juga ditentukan oleh persilangan antara penawaran dan 
permintaan di pasar, yang disebut mekanisme pasar. Sementara dari 
perspektif pemasaran, harga didefinisikan sebagai “Jumlah uang yang 
dibebankan untuk produk (baik harga atau jasa), atau jumlah nilai konsumen 
pertukaran agar dapat memiliki manfaat atau dapat menggunakan produk 
tersebut”.52 
Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan salah satu elemen 
penting dari bauran pemasaran. Dalam menentukan harga, perusahaan harus 
mempertimbangkan unsur-unsur bauran pemasaran lainnya, karena setiap 
keputusan yang dibuat berkaitan dengan unsur-unsur lain yang juga akan 
50 Abdul Mu’in al-Jama>l, al-Mausu>’ah al-Iqtis}a>d al-Isla>mi (Kairo, Da>r al-Kutub al-
Mis}ri, 1980) 562. 
51 Fandi Tjiptono, Pemasaran Jasa (Malang, Banyumedia Publishing, 2004), 178. 
52 Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanuddin, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung, PT 
Refika Aditama, 2016), 164. 
 
 
                                                 

































mempengaruhi harga. Dengan dimikian, perusahaan harus berpikir 
komprehensif berkaitan dengan strategi bauran pemasaran, terutama ketika 
dapat menetapkan harga jual yang sesuai dengan harga itu. Teknik ini 
disebut target costing.53 
Sedangkan menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong terkait 
pengertian harga ialah, sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah 
produk atau jasa atau sejumlah nilai yang konsumennya untuk mendapatkan 
manfaat dari atau memiliki atau menggunakan jasa.54 
2. Pengertian Harga Perspektif Ekonomi Islam 
Harga dalam teori ekonomi Islam, tidak berbeda dengan ekonomi 
konvensional, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan 
penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli 
bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan 
pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, 
harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang 
ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan 
barang tersebut dari penjual.55 
Menurut Ibnu Taimiyah, seperti yang dikutip oleh Hasbi Hasan 
dalam bukunya, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. 
53 Ibid, 164-165. 
54  Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-dasar pemasaran, diterjemahkan oleh Alexander 
Sindoro, (Jakarta, Prehallindo, 2005), 72. 
55 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori..., 160. 
 
 
                                                 

































Naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan oleh kekurangan produksi 
atau penurunan impor barang yang dibutuhkan. Bila permintaan naik dan 
penawaran turun harga-harga akan naik. Bila persediaan barang meningkat, 
permintaan terhadap barang menurun, harga-harga akan turun.56 
Ibnu Taimiyah juga menyajikan konsep harga setara (thaman mithl) 
yang didefinisikan sebagai harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar 
dalam struktur pasar yang kompetitif tanpa paksaan, penipuan, perilaku 
monopoli, penimbunan dan praktik korupsi lainnya, dengan harga yang 
memuaskan diterima kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga lain yang 
ada, karena ketidaksempurnaan atau ketidakstabilan harga pasar akan 
memberikan pengaruh pada kesejahteraan manusia dan oleh karena itu 
menuntut adanya intervensi pemerintah dan bila perlu kontrol harga dari 
pemerintah.57 
Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan 
permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi permintaan 
dan penawaranlah yang menentukan harga. Peningkatan permintaan 
terhadap suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong 
produsen untuk memproduksi barang-barang lebih banyak. Masalah 
kenaikan harga timbul karena ketidakseimbangan antara permintaan dan 
penawaran. Ketidaksesuaian itu terjadi karena adanya persaingan tidak 
56 Ibid, 160. 
57 Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam 
Kontemporer, (Jakarta, Gramata Publishing, 2011), 43. 
 
 
                                                 

































sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah 
penjual dibatasi atau terjadi perbedaan hasil produksi.58 
Dalam konteks Islam, bahwa tindakan mendapatkan sesuatu yang 
terlalu mudah dan tanpa kerja keras dikenal sebagai maisir atau judi dan itu 
sangat dilarang dalam Islam. Selanjutnya, menerima keuntungan tanpa 
bekerja untuk itu yang dikenal sebagai tatfi>f juga dilarang. Karena 
mendapatkan sesuatu dengan mudah dan tanpa kerja keras dapat dikaitkan 
dengan konsep iwad}, yaitu ketika seorang pedagang menjual dengan harga 
terlalu tinggi daripada biaya input. Bertambahnya margin keuntungan atau 
peningkatan modal haruslah mengandung nilai counter value yang setara 
dengan apa yang diterima konsumen. Prinsip ‘iwad} merupakan elemen 
penting dalam kegiatan pemasaran sehari-hari. Konsep yang digagas ini 
menyatakan bahwa, perubahan harga tanpa mengubah kualitas dan/atau 
kuantitas produk adalah ilegal.59 
3. Peranan Harga 
Harga berperan penting secara makro (bagi perekonomian secara 
umum) dan secara mikro (bagi konsumen dan perusahaan), adapun peran 
harga adalah:60 
58 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory and Practice A Comparative Study 
(India, Idarah al-Adabiyah, 1988), 206. 
59 Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanuddin, Manajemen Bisnis Syariah..., 165. 
60 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Malang, Banyumedia, 2004), 178. 
 
 
                                                 

































a. Bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi upah, sewa, bunga 
dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem 
perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-
faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal, waktu dan 
kewirausahaan (entrepreneurship). 
b. Bagi konsumen, dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat 
sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya 
pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas 
konsumen sensitif terhadap harga, namun jug mempertimbangkan 
faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai, fitur produk 
dan kualitas. 
c. Bagi perusahaan, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya 
(produk, distribusi, dan promosi) yang membutuhkan pengeluaran dana 
dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran 
pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Harga produk adalah 
determinan utama bagi permintaan pasar atas produk bersangkutan. 
Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar bagi 
perusahaan. 
4. Strategi Penerapan Harga 
Terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam menetapkan harga:61 
a. Penetapan Harga Jual 
61 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Dasar-dasar Pemasaran, 452. 
 
 
                                                 

































Keputusan penetapan harga seperti halnya keputusan bauran 
pemasaran yang lainnya, harus berorientasi pada pembeli yang efektif, 
mencakup memahami seberapa besar nilai yang ditempatkan konsumen 
atas manfaat yang mereka terima dari produk dan penetapan harga yang 
sesuai dengan nilai pembeli. 
b. Perbandingan Harga Pesaing 
Faktor lain yang mempengaruhi keputusan harga perusahaan adalah 
harga pesaing dan kemungkinan reaksi pesaing atau tindakan penetapan 
harga yang dilakukan perusahaan. Seorang konsumen cenderung 
membeli suatu produk akan mengevaluasi serta nilai dari perbandingan 
sejenis lainnya. 
5. Penerapan Harga Psikologis 
a. Pengertian Harga Psikologis 
Kartika Imasari Tjiptodjoyo mengutip dalam jurnal 
manajemennya yang berjudul tentang Odd Price menjelaskan bahwa 
banyak penjual menggunakan strategi odd price ini dengan menetapkan 
harga yang berakhir dengan angka ganjil karena beberapa riset 
memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari 
kiri ke kanan dan bukan dengan membulatkan. Hal inilah yang sering 
dijadikan dasar oleh banyak perusahaan dalam menerapkan strategi 
 
 

































harga ganjil (odd price). Saat ini banyak perusahaan cenderung lebih 
banyak memasang harga ganjil dibandingkan harga biasa.62 
Dari hasil pengamatan, penggunaan harga ganjil cenderung 
dilakukan oleh usaha yang bergerak dibidang ritel seperti supermarket 
atau hypermarket. Sebagai contohnya, jika kita mengunjungi beberapa 
toko ritel terkadang sering terlihat harga yang tertera pada suatu barang 
adalah Rp 14.990,- bukan Rp 15.000,- walaupun pada kenyataannya 
konsumen tetap harus membayar seharga Rp 15.000,- tanpa 
pengembalian Rp 10,-. Konsumen yang pintar dapat melihat ini sebagai 
salah satu strategi perusahaan dalam menarik mereka untuk berbelanja 
dengan asumsi bahwa harga tersebut lebih murah dibandingkan tempat 
lain.63 
Namun secara psikologis sebagian besar konsumen cenderung 
melihat ini sebagai kesempatan mereka untuk dapat mengurang jumlah 
nilai tunai yang harus mereka keluarkan. Mungkin benar jika barang 
tersebut dibeli dalam jumlah yang sangat besar.64 
Sebagai contoh: jika konsumen membeli hanya satu barang 
maka selisih Rp 10,- tidak akan mempunyai nilai tunai yang cukup 
berarti namun apabila konsumen membeli 100 barang dengan harga 
62 Kartika Imasari Tjiptodjoyo, Odd Price:Harga, Psikologi dan Perilaku Konsumen dalam 
Purchase Decision Making, (Jurnal Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 
Maranatha, 2012), 147. 
63 Data dihimpun dari struk pembelian, Surabaya 16 Mei 2019. 
64 Kartika Imasari, Odd Price..., 147. 
 
 
                                                 

































ganjil  ( 100 x Rp 10,- = Rp 1000) tentu saja itu baru memiliki nilai 
tunai yang berarti. 
Penetapan strategi harga ganjil juga dinilai cukup efektif ketika 
digunakan sebagai pengurangan harga atau potongan harga atau diskon, 
misalnya harga normal sebuah produk adalah Rp 150.000,- kemudian 
perusahaan mengumumkan potongan harga sebesar 10%, harga yang 
tertera atau yang ditampilkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 
134.990,- walaupun secara perhitungan seharusnya Rp 150.000,-. Bagi 
konsumen yang melihatnya akan cenderung melihat harga tersebut 
diangka 134 ribu-an bukan seharga 135 ribuan karena secara psikologis 
otak manusia akan memproses demikian, seperti teori yang diungkap 
oleh Kotler dan Armstrong.65 
b. Psikologi Harga dan Konsumen 
Harga psikologis juga memiliki nama lain. Dalam Holdershaw 
et al, sebagaimana yang dikutip oleh Kartika Imasari Tjiptodjojo 
mengungkapkan, “Odd price also referred to in the literature as magic 
price, charm price, psychological price, irrational price, intuitive price 
or rule of thumb prices”. Harga ganjil juga disebut dalam literatur 
sebagai harga ajaib, harga pesona, harga psikologis, harga irasional, 
aturan harga intuitif harga praktis. 
65 Ibid. 148. 
 
 
                                                 

































Sedangkan definisi odd price menurut wikipedia.com yang juga 
dikutip oleh Kartika sebagai berikut, “Psychological pricing or price 
ending is a marketing practice basen on the theory that certain prices 
have a psycological impact. The retail prices are often expressed as 
”odd price” a litle less than around number...” yang artinya adalah, 
harga psikologis atau akhiran harga adalah praktik pemasaran yang 
didasarkan pada teori bahwa harga tertentu memiliki dampak 
psikologis. Harga eceran sering dinyatakan sebagai "harga ganjil" 
sedikit kurang dari sekitar angka 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa odd price atau 
harga ganjil merupakan harga dimana nilainya sedikit lebih rendah dari 
harga yang biasanya dan harga ini dapat mempengaruhi psikologis 
seseorang sehingga odd price sering disebut juga dengan harga 
psikologis.66 
Sebenarnya trik penjualan dengan penetapan suatu harga dapat 
digolongkan ke dalam penetapan harga psikologis. 67 Trik penjualan 
harga psikologis adalah saudara kembar dari trik penetapan suatu 
harga., bahkan sangat terlihat sekali keduanya saling sikut-sikutan 
untuk memikat pelanggan. Yang dimaksud dengan harga psikologis di 
66 Kartika Imasari Tjiptodjojo, Jurnal Manajemen, Vol 11 No. 2; Odd Price..., 146. 
67 Ali Arifin, Seni Menjual, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2009), 149. 
 
 
                                                 

































sini bukan mesti harus berakhir di 999 sebab bisa saja 900, 890 dan 
sebagainya sesuai keinginan si penjual.68 
Adapun hubungan antara harga, psikologi dan konsumen, 
secara psikologis, konsumen cenderung mempunyai batasan terhadap 
sebuah harga baik itu batas harga bawah di mana harga yang lebih 
rendah dari batas tersebut menandakan kualitas buruk atau kualitas 
tidak dapat diterima sedangkan batas harga yang lebih tinggi dari batas 
tersebut dianggap terlalu berlebihan dan tidak sebanding dengan uang 
yang dikeluarkan.69 
Penetapan harga psikologis menjadi suatu referensi baru bagi 
penjual dan hampir sebagian besar perusahaan retail menggunakan 
penetapan harga ini untuk menghabiskan stock barang termasuk cuci 
gudang, mendorong proses pembelian konsumen dengan harga yang 
lebih menjanjikan. Perbedaan harga yang kecil dan ganjil membuat 
daya tarik tersendiri bagi konsumen, misalnya harga label yang 
ditetapkan Rp 20.000,- sekarang menjadi Rp 19.999,- tidak sampai Rp 
20.000,- padahal selisih Rp 1,- tidak akan mungkin dikembalikan, 
karena tidak ada pecahan uang Rp 1,- untuk dikembalikan, kadangkala 
ditetapkan lebih rendah menjadi Rp 19.899,- dikembalikan dengan 
sebuah permen.70 
68 Ibid, 150. 
69 Ibid, 146. 
70 Zulkarnain, Ilmu Menjual Pendekatan Teoritis dan Kecakapan Menjual (Yogyakarta, Graha 
Ilmu, 2012), 35. 
 
 
                                                 

































Dalam praktek harga psikologi memang lebih penting untuk 
menarik  konsumen dibandingkan harga aktual itu sendiri. Penetapan 
harga ini bermain dengan angka-angka dan persepsi terutama ditujukan 
kepada pembeli yang irasionil, mudah tertarik akan tawaran diskon 
yang sebenarnya adalah menggunakan harga sebagai strategi bauran 
pemasaran. Strategi ini banyak yang berhasil terutama bagi pembeli 
yang sensitif terhadap harga.71 
Praktek penerapan harga ini sering tidak mengindahkan kaidah 
dan norma-norma yang berlaku karena ada bagian hak konsumen yang 
tidak dapat dikembalikan atau dikembalikan dalam bentuk barang yang 
tidak diinginkannya. Etika bisnis seperti ini seakan-akan legal menurut 
aturan pemasaran, namun tidak sepatutnya diterapkan. 
Di Indonesia aturan-aturan seperti ini belum diatur secara 
spesifik sehingga dapat dijalankan oleh setiap penjual, hanya penjual 
yang memiliki kesadaran dan etika bisnisnya yang hakiki tidak mau 
menggunakan penetapan harga psikologis yang dapat merugikan 
konsumen dalam jangka panjang.72
71 Ibid, 35. 
72 Ibid, 36. 
 
 
                                                 
































PENERAPAN HARGA PSIKOLOGIS DI SUPERMARKET SUPER INDO 
JEMURSARI SURABAYA 
A. Profil Supermarket Super Indo 
Sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama 
masyarakat Indonesia melalui kemitraan antara Salim Group, Indonesia dan 
Ahold Delhaize, Belanda. Ahold Delhaize juga merupakan salah satu grup 
ritel makanan terbesar di dunia, pemimpin di bisnis supermarket dan e-
commerce dan perusahaan terdepan yang menjalankan ritel berkelanjutan.1 
Superindo merupakan merupakan jaringan supermarket dengan 
lebih dari 155 Gerai yang tersebar di berbagai kota di Jawa dan Sumatera 
Selatan, dengan dukungan lebih dari 8000 karyawan terlatih. Dengan 21 
tahun pengalaman dan kinerja perusahaan yang baik tercermin dari 
pencapaian keuntungan dan jumlah toko yang terus meningkat setiap 
tahunnya. Super Indo ingin berbagi pengalaman dan kesuksesan dalam 
melayani konsumen yang lebih baik dan lebih dekat. Kini superindo 
menghadirkan Super Indo Expres yang merupakan jaringan waralaba 
supermarket berlisensi yang dioperasikan berdasarkan perjanjian waralaba 
dengan PT. Lion Super Indo.2 
1 https://www.superindo.co.id/korporasi-keberlanjutan/corporate/delhaize diakses pada 7 Mei 
2019. 
2 https://www.superindo.co.id/korporasi-keberlanjutan/corporate/about_us, data per maret 2019, 
Diakses pada 7 Mei 2019. 
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Super Indo juga merupakan Compact Supermarket yang 
menyediakan lebih dari 6.500 produk termasuk lebih dari 1000 jenis produk 
segar (buah, sayur, daging dan ikan) untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
sehari-hari akan produk berkualitas. Dan juga merupakan Community Store 
yang berada dekat dengan konsumen, baik di perumahan atau apartemen 
sehingga mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Sebagai komitmen PT. Lion Super Indo untuk senantiasa menjai bagian dari 
komunitas melalui penyediaan poduk berkualitas, pelayanan terbaik dan 
berbagai kegiatan yang bermanfaat. 
Kesegaran dan kualitas produk selalu dijaga melalui pilihan sumber 
yang baik dan penanganan dengan standar operasional yang selalu dipantau. 
Hal ini menjadikan Super Indo sebagai pilihan tempat berbelanja yang 
selalu “Lebih Segar”, “Lebih Hemat” dan “Lebih Dekat”. 
Dalam menyediakan produk-produk segar dari sumber yang baik, 
Super Indo memiliki standar prosedur operasional di semua lini kerja yang 
terjaga. Sebagai pendukung produk-produk lokal, Super Indo memiliki 
komitmen untuk memajukan perekonomian lokal dengan bermitra bersama 
petani lokal dan memberdayakan UMKM yang menjadi pemasok bagi 
gerai-gerai Super Indo. 
Super Indo meyakini bahwa pelayanan bukan hanya memberikan 
pelayanan yang terbaik dan produk-produk yang berkualitas. Namun juga 
membangun perubahan positif untuk komunitas masyarakat dan menjadi 
 
 

































tetangga yang lebih baik. Hal ini tercermin dalam rangkaian kegiatan 
berkelanjutan mulai dari mempromosikan gaya hidup sehat, kegiatan amal 
dan manajemen bebas sampah.3 
Selain beroperasi melayani pelanggan, Super Indo juga 
menggandeng beberapa mitra untuk menjalankan program-program sosial 
dan berkelanjutan mulai dari penggalangan donasi, pengurangan 
penggunaan kantong plastik hingga pengolahan minyak goreng bekas untuk 
dijadikan biodiesel. Kerjasama yang dijalin Super Indo dengan beberapa 
mitra ini memperlihatkan hasil yang baik4 
Tantangan global seperti membangun masyarakat yang lebih sehat, 
menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dan mengurangi ketimpangan 
tidak dapat diselesaikan tanpa usaha dan kerja sama dengan masyarakat. 
Strategi Better Together dari Ahold Delhaize menjadi panduan perusahaan 
untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, karyawan, masyarakat 
danlingkungan. Strategi ini juga menetapkan cara menjalankan bisnis yang 
dibangun atas komitmen sebagai ritel yang berkelanjutan yang selalu 
menjadi warisan.5 
Strategi ritel berkelanjutan yang diusung oleh Super Indo 
mengutamakan tiga bidang di mana perusahaan dapat memiliki dampak 
3 https://www.superindo.co.id/korporasi-keberlanjutan/corporate/about_us, data per maret 2019, 
Diakses pada 7 Mei 2019. 
4 Ibid, diakses pada 7 Mei 2019. 
5 https://www.superindo.co.id/korporasi-keberlanjutan/sustainability, diakses pada 27 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































paling besar pada kehidupan pelanggan dan karyawan dan masyarakat, 
antara lain: 
1. Memungkinkan pelanggan dan karyawan untuk mengonsumsi makanan 
sehat setiap hari. 
2. Mengurangi jumlah sampah makanan yang dihasilkan oleh perusahaan. 
3. Menyediakan tempat kerja yang sehat dan inklusif.6 
Supermarket Super Indo sendiri sudah tersebar luas di berbagai 
wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa. Hampir di setiap kota 
di Pulau Jawa terutama di kota-kota besar berdiri supermarket Super Indo. 
Di kota Surabaya sendiri terdapat kurang lebih 9 outlet supermarket Super 
Indo dan salah satunya yang terletak di daerah Kecamatan Jemursari Kota 
Surabaya. Super Indo sendiri selaku sebuah bentuk usaha swalayan menjadi 
salah satu referensi masyarakat untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan 
sehari-hari.7 
Lutfiyanta, salah satu konsumen yang menyatakan bahwa ia 
menjadikan supermarket Super Indo Jemursari sebagai tempat langganan 
untuk berbelanja, sebab baginya sering ada promo dan potongan-potongan 
harga.8 
6 https://www.superindo.co.id/korporasi-keberlanjutan/sustainability/sustainability-strategy diakses 
pada 7 Mei 2019. 
7 Hasil peneleusuran Google Map, Surabaya, 28 Mei 2019. 
8 Lutfiyanta, wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































Dari sejumlah masyarakat, mengakui bahwa memilih berbelanja di 
supermarket Super Indo dengan alasan mutu, kualitas, kebersihan dan 
pelayanan yang disajikan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Andriyani 
yang menyatakan berbelanja di Super Indo sudah menjadi pilihan karena 
tempat yang bersih dan produk-produk sayuran yang masih segar.9 Dan 
pernyataan yang hampir senada juga diutarakan oleh Ningrum yang sering 
berbelanja di Super Indo karena selain dekat dengan tempat tinggalnya juga 
memiliki mutu dan pelayanan yang baik.10 
Adapun persoalan harga yang diterapkan oleh supermarket Super 
Indo, masyarakat secara umum tidak seluruhnya mempermasalahkan soal 
harga psikologis. Dalam pandangan masyarakat, harga ganjil tersebut 
dianggap merupakan hal yang wajar dan sudah biasa di kalangan 
masyarakat dan tentu penerapan hal tersebut dianggap sebagai penarik 
minat konsumen untuk berbelanja di tempat tersebut. Namun juga terdapat 
mayoritas masyarakat yang juga mengeluhkan terkait persoalan harga 
tersebut, banyak yang mengaku lebih baik penerapan harga tersebut 
dibulatkan secara normal saja agar terkesan memberi keadilan bagi 
konsumen.11 
9 Ibid. 
10 Andriyani, wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
11 Ibid, 9 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































Namun di sisi lain juga akibat dari ketidaktahuan masyarakat sendiri 
tentang arti daripada harga psikologis itu sendiri yang biasa diterapkan di 
tempat-tampat usaha ritel seperti supermarket Super Indo ini. 
B. Struktur Organisasi Super Indo Jemursari Surabaya 
Berikut merupakan struktur organisasi pada supermarket Super 
Indo Jemursari Surabaya:12 
Manager Store   : Nur Wakit 
Assistant Manager Store : Abdul Rochim 
      Aminuddin 
Administration Staff  : Dani Aditama 
Support Team Leader  : Belly Bagus Indriawan 
Cashier Team Leader  : Hikmah Nur Mawanti 
      Rukiyanti 
Cashier   : (karyawan) 
Grocery Team Leader  : Abdul Rohman 
      Mahbub Nizar Zulmi 
Grocery Staff   : (karyawan) 
Perishable Team Leader : Bambang Siswanto 
12 Belly Bagus Indriawan, wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































Store Price Checker  : Nuri Shamroni 
Produce Staf   : (karyawan) 
Butcher   : (karyawan) 
C. Daftar Beberapa Produk dengan Harga Psikologis 
Tabel di bawah ini merupakan beberapa produk yang dijual dengan 
menggunakan harga psikologis atau harga ganjil.13 
No. Nama/Jenis/Merek Produk Nominal Harga 
(Satuan) 
1. Nestle Dancow (1+) Rp 89.690,- 
2. Chocolate Milk Fruit & Nut 65gr Rp 15.990,- 
3. Silver Queen Choco Crispy Rp 15.990,- 
4. Mens Biore Refreshing Cool Rp 27.590,- 
5. Good Time Rainbow Rp 7.590,- 
6. Kinder Joy F Rp 12.890,- 
7. Lotte Choco Pie Rp 16.990,- 
8. 
Frisian Flag Susu Kental Manis Value 
Pack 
Rp 14.290,- 
9. Luwak White Coffee Rp 12.490,-/pack 
Tabel 1.1 Daftar Produk Berharga Ganjil 
 
13 Hasil survey dan dokumentasi lapangan, Super Indo Jemursari, Surabaya, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































D. Skema Bisnis Waralaba Super Indo 
Berikut merupakan skema yang digambarkan oleh PT. Lion Super 
Indo untuk memberikan gambaran bagi para investor yang ingin turut 
berinvestasi di PT. Lion Super Indo. 
Gambar 1.2 skema investasi14 
 
Gambar di atas merupakan sebuah gambar skema investasi yang 
ditujukan untuk menarik investor di luar perusahaan untuk turut serta 
berinvestasi di PT. Lion Super Indo. Sebagaimana yang diutarakan oleh 
Belly selaku salah satu staff di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya, 
bahwa pihak perusahaan juga bekerja sama dengan para investor untuk 
mengembangkan sayap perusahaan.15 
E. Mekanisme Bisnis di Super Indo Cabang Jemursari Surabaya 
Sebagai cabang dari PT. Lion Super Indo, supermarket Super Indo 
cabang Jemursari di Surabaya memiliki mekanisme bisnis yang sama 
dengan seluruh cabang unit supermarket Super Indo yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. 
14 https://www.superindo.co.id/korporasi-keberlanjutan/franchise-lion-express diakses pada 7 Mei 
2019. 
15 Belly Bagus Indriawan, wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































Dari data yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara 
dengan kepala cabang supermarket Super Indo yang terletak di kecamatan 
Jemursari Kota Surabaya, bahwa Super Indo cabang hanya fokus sebagai 
seller dan supplier dari Super Indo pusat, sehingga staf yang berada di sana 
hanya melakukan pengecekan kualitas serta mutu dari barang-barang yang 
disupply dari pusat. 
Menurut Bapak Nur Wakit, selaku pimpinan cabang supermarket 
Super Indo Jemursari Surabaya menyatakan: 
“Tugas kami di sini hanya memantau, mengecek kualitas, menyortir 
produk-produk yang dikirimkan dari pusat. Sehingga terkait 
mekanisme penentuan lokasi, barang yang dijual hingga penentuan 
harga suatu produk sudah ditentukan seluruhnya oleh pusat. Jadi, 
kami hanya sebagai penyalur saja di sini”16 
Dari pernyataan yang diutrakan oleh Bapak Nur Wakit selaku 
pimpinan cabang Super Indo Jemursari Surabaya dapat dibuktikan dengan 
adanya kesamaan pernyataan dengan kondisi temuan yang ada di lapangan. 
Dari beberapa temuan serta observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 
25-28 November 2018, beberapa cabang supermarket Super Indo yang 
terletak di lokasi dan wilayah yang berbeda seperti di supermarket Super 
Indo yang terletak di Dharmahusada dan Super Indo yang terletak di Jl. 
Sulfat di Kota Malang ternyata memiliki karkteristik yang sama. Mulai dari 
produk, mekanisme penjualan, promosi hingga penerapan harga. 
16 Nur Wakit, wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































Lalu pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu staff di 
supermarket Super Indo Jemursari yang bernama Belly yang pada saat itu 
sekaligus mewakili Assistant Store Manager yang hendak penulis temui. 
Menurutnya, supermarket Super Indo cabang hanya terfokus untuk 
melakukan penjualan saja dan bisa dikatakan supermarket Super Indo 
cabang adalah pihak ketiga dari pihak marketing selaku pihak pertama dari 
perusahaan PT. Lion Super Indo di Jakarta dan pihak kedua dari buying 
yang berada di wilayah Surabaya.17 
F. Mekanisme Transaksi di Super Indo Jemursari Surabaya 
Dalam melakukan kegiatan perniagaan atau belanja terlebih ketika 
berbelanja di sebuah supermarket, pada umumnya konsumen diberi hak 
kebebasan untuk memilih barang yang diminatinya sesuai dengan keinginan 
konsumen itu sendiri. Sehingga tidak ada campur tangan dari pemilik usaha 
untuk memilihkan barang atau benda yang dikehendaki oleh konsumen. 
Seperti halnya ketika berbelanja di supermarket Super Indo 
Jemursari Surabaya, menurut pengamatan dan observasi pada tanggal 16 
November 2018 di supermarket Super Indo Jemursari Surabaya, konsumen 
diberi hak kebebasan oleh pihak pengelola usaha untuk memilih sejumlah 
barang atau produk yang diinginkan secara mandiri. Setelah konsumen 
memilih sejumlah barang atau produk yang ingin dibelinya lalu 
17 Belly Bagus Indriawan, wawancara, Surabaya 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































dilakukanlah sebuah proses pembayaran melalui kasir yang sudah 
disediakan oleh pihak pengelola usaha supermarket Super Indo. 
Sebagai contoh, Saputra selaku salah satu konsumen melakukan 
kegiatan berbelanja di supermarket Super Indo di Jemursari Surabaya, maka 
konsumen berhak secara bebas memilih barang yang dikehendakinya untuk 
dibeli. Pada saat itu barang yang dibeli oleh konsumen tersebut ialah sebuah 
produk cokelat Silver Queen Chocolate Crispy dalam kemasan yang 
harganya tertera pada label harga tersebut senilai Rp 15.990,-, dan ketika 
barang tersebut hendak dibeli maka konsumen tersebut harus membayarnya 
terlebih dahulu di kasir.18 
Pada saat melakukan pembayaran di kasir, harga yang tertera pada 
label harga cokelat tersebut senilai Rp 15.990,- harus dibayarkan dengan 
nominal sebesar Rp 16.000,- sehingga terjadi pembulatan ketika melakukan 
pembayaran antara konsumen dengan pemilik usaha.19 
Dalam melakukan transaksi pembayaran di sebuah supermarket atau 
ritel pada umumnya setelah pembayaran kasir mencetak struk pembelian 
oleh konsumen sehingga konsumen mengetahui berapa besar biaya yang 
dikeluarkan olehnya untuk membeli suatu barang atau produk yang 
dipilihnya. 




                                                 

































Dalam struk yang sudah dicetak oleh kasir tersebut tertulis harga 
produk dari cokelat dengan merek Silver Queen tadi senilai Rp 15.990,-. 
Karena barang yang dibeli hanya sebanyak satu buah maka total 
pembayaran menjadi Rp 15.990,- saja. Namun di bawah nominal total 
terdapat tulisan yang menyatakan adanya pembulatan sebesar Rp 10,- 
sehingga secara otomatis hasil dari pembulatan tersebut masuk ke dalam 
struk pembayaran dan secara otomatis hasil pembulatan tersebut masuk ke 
dalam mesin kasir.20 
G. Mekanisme Penerapan Harga Psikologis di Supermarket Super Indo 
Jemursari Surabaya 
Dalam praktek penerapan harga psikologis yang diterapkan oleh 
supermarket Super Indo yang berlokasi di Jemursari Surabaya, penerapan 
harga tersebut merupakan sebuah langkah strategis yang sudah disetting 
oleh marketing dari pihak perusahaan pusat yang ada di Jakarta, yakni PT. 
Lion Super Indo, sehingga dari penerapan hal tersebut diaplikasikan ke 
seluruh cabang supermarket Super Indo yang tersebar di berbagai wilayah, 
salah satunya di supermarket Super Indo yang beralamatkan di Jemursari 
Surabaya.21 
Bapak Nur Wakit selaku Head of Manager menyatakan, bahwa 
pihak supermarket Super Indo Jemursari Surabaya hanya melaksanakan 
tugas sebagai supplier, promotion dan selling. Sehingga segala ketentuan 
20 Ibid. 
21 Nur Wakit, wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































termasuk penentuan harga dan produk yang dijual sudah ditentukan oleh 
pusat dan juga termasuk tugas dari supermarket cabang seperti supermarket 
Super Indo di Jemursari Surabaya ialah untuk mengecek, menyortir dan 
menjaga kualitas produk-produk yang dikirimkan oleh pusat karena segala 
produk yang dijual sudah menjadi ketentuan dari pusat.22 
Lalu Belly, yang termasuk dari salah satu staff di supermarket Super 
Indo Jemursari Surabaya juga memaparkan bahwa terkait harga yang 
diterapkan tujuannya ialah antara lain sebagai memposisikan diri sebagai 
produsen pertama bagi toko-toko kecil, sebab tidak sedikit dari konsumen 
yang berbelanja di Super Indo sebagai tengkulak lalu dijual kembali. Nah, 
lalu dari situ harga yang didapat oleh konsumen dapat dinaikkan kembali 
ketika barang-barang yang sudah dibeli tersebut akan dijual kembali.23 
Dan di sisi lain harga-harga yang diterapkan merupakan ketentuan 
yang sudah ditentukan dan disetting oleh pusat sehingga hal tersebut pihak 
supermarket cabang tidak memiliki wewenang untuk ikut andil dalam 
menerapkan harga dan juga di sisi lain pemerintah juga telah membatasi 
terhadap penerapan harga-harga yang beredar di masyarakat agar tidak 
melampaui batasan harga yang umum di masyarakat.24 
Dalam hal penerapan harga seperti ini, lanjutnya, diharap mampu 
menarik daya beli konsumen karena mampu memberikan kesan murah dan 
22 Ibid. 




                                                 

































berpotensi memiliki daya jual kembali karena harga yang dipasang sedikit 
lebih rendah dari harga jual dan menurutnya dengan pemasangan harga 
seperti itu tidak semua konsumen memperhatikan secara detail terkait 
adanya keganjilan dalam harga tersebut dan hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan tidak adanya komplain dari konsumen terkait harga yang dipasang 
di supermarket Super Indo Jemursari.25 
Adapun keuntungan yang didapat dari hasil pembulatan pembayaran 
pembelian oleh konsumen maka segalanya juga diatur oleh perusahaan 
pusat. Sebab dari hasil penjualan yang dilakukan oleh supermarket Super 
Indo juga belum diketahui pastinya apakah hasil penjualan tersebut menjadi 
surplus atau minus. Adapun untuk distribusi keuntungan tersebut juga masih 
dipisahkan pada beberapa sektor program yang dibuat oleh PT. Lion Super 
Indo, seperti sektor donasi dan go green. Adapun untuk pendapatan 
perusahaan itu sendiri juga tidak memihak dari hasil pembulatan itu sendiri 
atau tidak.26 
Terkait implikasi dari penerapan harga tersebut pihaknya mengakui 
belum pernah ada keluhan atau komplain dari konsumen dari akibat 
pembulatan harga tersebut. Alasannya juga cukup sederhana, sebab tidak 
semua konsumen melihat secara detail terkait pembulatan harga tersebut 





                                                 

































tidak pernah ada yang komplain atau menyampaikan keluhannya terkait 
penerapan harga tersebut.27 
Dari data yang penulis kumpulkan dari salah satu kasir supermarket 
Super Indo Jemursari Surabaya, Hikmiah menyatakan bahwa dirinya selaku 
kasir belum pernah menemukan konsumen yang mengeluh tentang 
pembulatan harga tersebut, mungkin menurutnya hal tersebut sudah lumrah 
bagi para konsumen.28 
Namun ada sejumlah konsumen yang mengutarakan pendapatnya 
saat penulis wawancarai mengenai penerapan harga yang diterapkan oleh 
pihak supermarket dengan harga psikologis atau harga ganjil. 
Pertama, oleh Irawati mengatakan, bahwa tidak seharusnya harga 
yang dicantumkan dibuat demikian (harga ganjil) sehingga seolah-olah 
harga terlihat lebih murah padahal ketika melakukan pembayaran harga 
yang tercantum tersebut tetap dibulatkan sehingga selisih harga yang 
seharusnya milik konsumen tidak dapat dikembalikan.29 
Kedua, oleh Rosa mengatakan, untuk terkait harga di Super Indo 
relatif sama dibandingkan dengan supermarket-supermarket yang lain 
meski ada beberapa perbedaan harga, namun untuk harga yang bentuknya 
27 Ibid. 
28 Hikmiah Ayu Lestari, Wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
29 Irawati, Wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































ganjil lebih baik dibulatkan saja, toh, ketika dibayarkan di kasir juga akan 
dilebihkan untuk pembulatannya itu.30 
Ketiga, oleh Andriyani yang menyatakan tidak mempermasalahkan 
terhadap bentuk harga yang seperti itu (harga ganjil), dan Ia menganggap 
ketika menemukan harga seperti itu sudah dirasa harga pas bukan ganjil 
lagi. Sebab, Ia menilai jika mempermasalahkan bentuk harga seperti itu 
malah akan mempersulit dirinya untuk berbelanja. Dan baginya harga 
seperti itu lebih cocok juga jika membeli barang dengan jumlah banyak 
sekaligus agar selisih harga ganjil dapat dirasakan.31 
Keempat, oleh Saputra yang menjelaskan bahwa selaku konsumen 
tentu merasa dirugikan dengan adanya penetapan harga seperti itu, meski 
kerugian hanya sepeser saja namun tetap saja bila berbelanja secara terus 
menerus maka nominal kerugian yang dikeluarkan akan cukup terasa. 
Namun di sisi lain, Ia menganggap bahwa pembulatan dengan nominal 
sekecil itu tentu tidak ada apa-apanya dibanding jika nominal yang besar.32 
Kelima, oleh Hanif yang meyatakan bahwa penerapan hal tersebut 
(harga psikologis) sudah wajar dilakukan karena sudah menjadi hal yang 
umum saat ini. Namun baginya, yang perlu dipertanyakan ialah kemana 
30 Rosa, Wawancara, Surabaya 16 Mei. 
31 Andriyani, Wawancara, Surabaya 16 Mei 2019. 
32 Saputra, Wawancara, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































hasil dari pembulatan itu dikelola oleh perusahaan, sebab, tentu banyak hasil 
penjualan yang dibulatkan oleh perusahaan untuk mencari keuntungan.33 
Keenam, oleh Naim yang pernyataanya kurang-lebih sama dengan 
Hanif tentang keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari hasil 
pembulatan tersebut, namun baginya penerapan hal tersebut sudah wajar 
dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan perusahaan ritel seperti ini 
(supermarket Super Indo) yang tentu menjadi strategi untuk mencari 
konsumen dengan harga tersebut (harga psikologis).34 
Ketujuh, oleh Arif yang menyatakan bahwa dirinya secara pribadi 
jarang sekali berbelanja di supermarket Super Indo Jemursari. Namun, 
terkait harga ganjil Pak Arif sendiri menilai bahwa dirinya secara pribadi 
tidak mempedulikan harga ganjil itu sendiri dan menilai hal tersebut hanya 
sebagai besaran harga saja, dan yang terpenting baginya ialah hanya untuk 
sekedar berbelanja saja di tempat tersebut (Super Indo).35 
Kedelapan, oleh Ningrum, yang menyatakan bahwa dirinya secara 
pribadi tidak begitu memperhatikan terkait penerapan harga seperti itu 
(harga psikologis), baginya harga seperti itu dinilai sama saja dengan harga-
harga yang beredar di pasaran karena dari segi besaran tidak terlalu 
signifikan.36 
33 Hanif, Wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
34 Naim, Wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
35 Arif, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2019. 
36 Ningrum, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2019. 
 
 
                                                 

































Kesembilan, oleh Fira yang menyatakan bahwa dirinya berbelanja 
di supermarket Super Indo sudah cukup lama dan baginya harga yang 
diterapkan oleh supermarket Super Indo sama saja dengan harga di 
supermarket lain meski ada selisih meski hanya sedikit. Adapun 
pendapatnya mengenai harga psikologis dirinya mengakui tidak 
mempermasalakan hal tersebut karena hal tersebut sudah menjadi hak 
perusahaan untuk menjalankan usahanya.37 
Kesepuluh, oleh Tata yang menyatakan bahwa dirinya tidak begitu 
mengetahui tentang harga psikologis, namun bagi dirinya harga ganjil 
seperti itu sama saja dengan harga lain karena pada saat dibayarkan harga 
langsung dibulatkan. Adapun mengenai pembulatan harga tersebut dirinya 
tidak mempermasalahkan bahkan menganggap wajar praktik tersebut.38 
Sehingga dari hasil wawancara tersebut, penulis menemukan 
sepuluh orang yang menjelaskan pendapatnya tentang harga psikologis atau 
harga ganjil. Dari sepuluh orang tersebut terdapat tiga orang yang 
menyatakan secara pribadi bahwa penerapan harga psikologis tidak 
seharusnya dilakukan, karena konsumen tersebut merasa dirugikan meski 
dengan nilai yang kecil.
 
37 Fira, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2019. 
38 Tata, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2019. 
 
 
                                                 
































TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG 
PENERAPAN HARGA PSIKOLOGIS DI SUPERMARKET SUPER INDO 
JEMURSARI SURABAYA 
A. Analisis Mekanisme Penerapan Harga Psikologis di Supermarket 
Super Indo Jemursari Surabaya 
Dalam kegiatan perniagaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat 
untuk melanjutkan roda kehidupan sekaligus roda perekonomian tentu 
masyarakat memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan cara jual beli 
barang-barang yang dibutuhkannya dan tentu dalam kegiatan jual beli 
terdapat harga yang dipromosikan untuk dapat menarik konsumen. 
Pada penerapan suatu harga yang dipasang terhadap promosi atas 
produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen maka yang terjadi pada 
akad kegiatan tersebut adalah akad jual beli, yang mana dalam hal jual beli 
tersebut masuk dalam kategori akad tija>ri yang berorientasi pada profit. 
Namun, yang menjadi sorotan masalah dalam kasus ini adalah pada 
penerapan model harga psikologis yang dipasang oleh supermarket Super 
Indo pada beberapa produk-produk yang diperdagangkan di sana. Adapun 
harga-harga psikologis yang terdapat di sana juga bermacam-macam 
bentuknya tergantung dari sisi produk yang dijualnya. 
Pada praktik tersebut telah ditemukan sebuah nominal harga yang 
berakhiran ganjil sehingga sisa yang terdapat dari pembayaran tersebut tidak 
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dapat dikembalikan, contoh Rp 9.990,-, Rp 6.890,-, Rp 12.970,- dan 
sebagainya, padahal jika dibulatkan dari harga yang ganjil tersebut mampu 
memudahkan konsumen untuk menerka perkiraan harga yang seharusnya 
dibayarkan di meja kasir. 
Sehingga konsekuensi dari penerapan harga tersebut adalah 
beberapa konsumen merasa dirugikan meski dengan besaran kerugian yang 
kecil. Namun, hal tersebut bila dilakukan secara terus-menerus maka 
kerugian juga dapat dirasakan secara signifikan oleh konsumen. 
Dari data yang diperoleh, terdapat tiga dari sepuluh konsumen yang 
merasa dirugikan atas penerapan hal tersebut. Namun atas dasar perolehan 
tersebut dapat dinilai bahwa masyarakat secara umum tidak terlalu 
mempermasalahkan harga psikologis atau harga yang berakhiran ganjil. 
Dan hal ini diperkuat pula dengan maraknya penggunaan harga psikologis 
di berbagai tempat dengan strategi pemasaran dan nominal harga yang 
berbeda pula. Sehingga dari situ terbentuklah sebuah pandangan masyarakat 
terhadap penerapan harga psikologis bahwa hal tersebut sudah umum 
dilakukan. 
Bila ditinjau langsung di lapangan, praktik yang dilakukan antara 
konsumen dan pelaku usaha pada saat melakukan pembayaran pada produk 
dengan label harga psikologis terjadilah pembulatan harga yang 
dicantumkan pada struk pembayaran yang dicetak dari mesin kasir sebagai 
 
 

































laporan bagi konsumen terkait produk-produk apa saja yang dibelinya 
begitu juga keterangan terkait pembulatan harga psikologis. 
Dan hal ini sudah dialami secara langsung oleh saputra yang pada 
saat itu melakukan kegiatan belanja di supermarket Super Indo Jemursari 
Surabaya dengan membeli produk Silver Queen Chocolate Crispy dengan 
harga Rp 15.990,-, lalu ketika sampai di meja kasir untuk melakukan 
pembayaran maka terdapat pembulatan yang dilakukan oleh kasir dengan 
mencantumkan besaran biaya pembulatan di dalam struk pembayaran di 
supermarket Super Indo.1 
Adapun data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan 
salah satu staff supermarket Super Indo, pihaknya mengakui bahwa hal 
tersebut sudah menjadi ketentuan yang telah disetting oleh perusahaan pusat 
yang juga menjadi salah satu langkah strategis perusahaan dalam hal 
promosi produk-produk yang dijualnya.2 
Menurut Kotler, sebagaimana yang dikutip oleh Kartika Imasari 
dalam jurnalnya Odd price, terkait konsep harga titikberatnya ada pada tiga 
hal, yakni meliputi referensi harga, asumsi harga-kualitas dan akhiran 
harga.3 Dari hal ini pula banyak pelaku perdagangan di pasar perdagangan 
ritel menggunakan tiga hal itu, salah satunya pada akhiran harga. 
1 Saputra, wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
2 Belly Bagus, wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
3 Kartika Imasari Tjiptodjoyo, Odd Price:Harga, Psikologi dan Perilaku Konsumen dalam 
Purchase Decision Making, (Jurnal Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 
Maranatha, 2012), 143. 
 
 
                                                 

































Dalam pandangan masyarakat secara umum sendiri, dibuktikan 
melalui riset di lapangan dengan mewawancarai sejumlah konsumen, 
terdapat tiga dari sepuluh konsumen yang berhasil diwawancarai 
mengungkapkan bahwa penerapan hal tersebut tidak seharusnya dilakukan 
oleh pemilik usaha. Sebab, bagi konsumen yang tidak setuju dengan konsep 
penerapan harga tersebut merasa dirugikan meski dengan nilai yang kecil. 
Berbeda dengan konsumen yang mengatakan ketidaksetujuannya, 
tujuh dari sepuluh konsumen menyatakan bahwa sah-sah saja menerapkan 
hal tersebut meski tidak dikatakan secara langsung oleh konsumen secara 
pribadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap acuh dan ketidakpedulian 
serta perhatian terhadap penerapan harga tersebut, dengan alasan prioritas 
pada kegiatan belanja. Sehingga dari sini, muncul asumsi masyarakat bahwa 
penerapan hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan dapat 
dimaklumi oleh banyak pihak. 
Sehingga dari data-data yang diperoleh dapat dianalisis bahwa 
penerapan harga psikologis secara operasional dapat menarik konsumen 
sedikit lebih banyak dari penerapan harga yang biasa dan hal ini tentu 
menjadi langkah strategis supermarket Super Indo Jemursari Surabaya 
dalam mempromosikan produk-produk yang dijualnya di tengah-tengah 
masyarakat. Meski selama melakukan praktik tersebut pihak supermarket 
mengaku belum pernah mendapat komplain dari konsumennya. 
 
 

































Dalam hal ini, harga psikologis ketika dicantumkan pada label harga 
disebutkan secara ganjil, contoh pada harga produk Silver Queen Chocolate 
Crispy dengan harga Rp 15.990,- sehingga ketika dibayarkan di meja kasir 
harga tersebut tidak dapat dibayarkan secara sempurna dengan kondisi mata 
uang yang beredar di Indonesia saat ini yang jumlahnya tidak ada yang 
berjumlah dengan nominal Rp 10,-, sehingga untuk membayar produk yang 
dibeli dengan harga psikologis haruslah dengan adanya pembulatan. 
Lalu, di sisi lain dari penerapan harga psikologis terhadap 
masyarakat memiliki pegaruh yang cukup signifikan di mata masyarakat 
meski pada kenyataannya ketika dilakukan pembayaran terjadi pembulatan 
oleh kasir yang tentu pada akhirnya mempengaruhi nilai asal yang tertera 
pada label harga yang telah dicantumkan, sehingga ada beberapa konsumen 
yang mengaku sedikit merasa dirugikan meski konsumen tersebut tidak 
menuntut pihak supermarket Super Indo Jemursari Surabaya secara 
langsung. Dan meskipun belum ada ketentun secara langsung yang 
mengatur tentang penerapan harga psikologis seperti ini, tentu hal ini juga 
tidak mengindahkan esensi serta kaidah perdagangan yang seharusnya 
menjadi sarana yang saling memberikan kesejaheraan. 
B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Penerapan 
Harga Psikologis di Supermarket Super Indo Jemursari Surabaya. 
Dalam hukum Islam, jual beli masuk dalam istilah al-bay’ atau 
tija>rah yang juga bermakna perdagangan. Dalam hukum Islam segala 
aspek hampir tidak luput dari tata ajaran Islam demi kemaslahatan umat 
 
 

































manusia itu sendiri termasuk di dalamnya perihal jual beli yang merupakan 
suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 
Pada praktik perniagaan yang dilakukan oleh supermarket Super 
Indo Jemursari Surabaya bila ditinjau dari segi fiqh mua>malah maka 
rukun-rukun tersebut sudah dipenuhi secara formal dengan adanya 
‘a>qidain, ma’qu>d ‘alaih, dan sigoh, namun secara subtansial ada salah 
satu rukun yang tidak dipenuhi secara sempurna yaitu pada harga (Ma’qu>d 
‘alaih) yang menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika 
melakukan kegiatan perdagangan. Padahal, rukun-rukun yang ada tentu 
harus dipenuhi secara sempurna. 
Sebab, konsekuensi dari ketidaksempurnaan rukun-rukun yang 
harus dipenuhi maka akad dari jual beli tersebut menjadi fasid, sebagaimana 
pendapat dari Imam Abu Hanifah, sehingga untuk menjadikan jual beli 
tersebut sah dalam hukum Islam maka diperlukan untuk memperbaiki 
kefasa>dan pada objek jual beli tersebut. 
Jual beli semacam ini bila dibiarkan juga bisa dikategorikan 
penambahan nilai dari nilai harga yang seharusnya. Dan hal tersebut 
disebutkan dalam Surah Al-Muthaffifin [83]: (1-6): 
  َﻦﯿِﻔ ِّﻔَﻄُﻤۡﻠ ِّﻟ ٞﻞۡﯾَو۱   َنُﻮﻓَۡﻮﺘ ۡ��َﺴﯾ ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﻰﻠَﻋ ْاُﻮﻟَﺎﺘۡﻛٱ َاذِإ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ۲  َوأ ۡﻢُھُﻮﻟﺎَﻛ َاذِإَو
  َنوُﺮ ِ���ﺴُۡﺨﯾ ۡﻢُھُﻮﻧَز ﱠو۳  َنُﻮﺛُﻮﻌۡﺒ ﱠﻣ ﻢُﮭﱠَﻧأ َِﻚٓﺌ َٰﻟُْوأ ﱡﻦَُﻈﯾ ََﻻأ ٤   ٖﻢﯿِﻈَﻋ ٍمَۡﻮﯿِﻟ٥  َمَۡﻮﯾ
  َﻦﯿَِﻤﻠ َٰﻌۡﻟٱ ِّبَﺮِﻟ ُسﺎﱠﻨﻟٱ ُمُﻮَﻘﯾ٦  
Artinya: Celaka besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 
 
 

































dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu 
menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 
pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam. (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-6).4 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa menambah takaran pada 
timbangan perniagaan merupakan perbuatan yang batil yang tentunya 
merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli. Dalam konteks penerapan harga 
psikologis tentu jelas, bahwa harga yang tertera pada label harga berjumlah 
ganjil sehingga ketika dilakukan pembayaran terjadi sebuah pembulatan 
nominal yang pada dasarnya nominal tersebut sekecil apapun bentuknya 
merupakan hak pembeli. Sehingga ada hak konsumen yang diambil secara 
sepihak oleh pelaku usaha. 
 ﻦَﻋ ًةَﺮ َِٰﺠﺗ َنﻮَُﻜﺗ َنأ ٓ ﱠِﻻإ ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟِﭑﺑ ﻢَُﻜﻨَۡﯿﺑ ﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ ْآُﻮﻠُﻛَۡﺄﺗ َﻻ ْاُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﮭﱡَﯾٓﺄ َٰﯾ
  ﺎٗﻤﯿِﺣَر ۡﻢُِﻜﺑ َنﺎَﻛ َ ﱠ�ٱ ﱠِنإ ۚۡﻢُﻜَُﺴﻔَﻧأ ْآُﻮُﻠﺘَۡﻘﺗ َﻻَو ۚۡﻢُﻜﻨ ِّﻣ ٖضاََﺮﺗ۲۹ 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa>’ [4]: 29).5 
Namun, bila dikaitkan dengan ayat di atas yang menitikberatkan 
pada perdagangan antara suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing 
pihak, tentu dalam praktik penerapan harga psikologis masih terdapat 
beberapa konsumen yang menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah 
masalah bagi konsumen tersebut. Sebab, konsumen secara implisit 
4 Al-Qur’an dan terjemahnya, 587. 
5 Ibid, 83. 
 
 
                                                 

































menyatakan kerelaannya terhadap penerapan harga psikologis di 
supermarket Super Indo Jemursari Surabaya.  
Adapun terkait masalah kerelaan atau keridhaan konsumen hal 
tersebut merupakan hal yang sifatnya ba>thiniyyah, yakni yang sifatnya 
merupakan perilaku hati. Sedangkan hukum fiqh menilai berdasarkan hal-
hal yang z}ahir atau jelas. Namun, jika dibenturkan dengan surah Al-
Muthaffifin ayat 1-6, maka tetap saja urusan kerelaan tidak lagi dijadikan 
sebagai pedoman utama dalam penentuan hukum. Sebab, dalam surah 
tersebut telah jelas-jelas adanya larangan untuk berbuat curang dalam 
perdagangan. 
Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda tentang 
halal-haram suatu benda itu sendiri, sebagaimana hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: 
 ﱠنِإ َﳊا َﻼ َل  َﺑ ٌ ِّﲔ  َو  ﱠنِإ  َﳊا َﺮ َما  َﺑ ٌ ِّﲔ  َو  َﺑ ـَﻨﻴ ُﻬ َﻤ ُأ ﺎ ُﻣ ٌرﻮ  ُﻣ َﺘﺸ ِﺒ َﻬ ٌتﺎ  ُﻬُﻤَﻠْﻌَـﻳَﻻ...ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦِﻣ ٌْﲑِﺜَﻛ َ ّﻦ6 
Artinya: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun juga 
jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara yang syubhat 
yang tidak diketahui oleh sebagian besar manusia… (HR. 
Bukhari Muslim). 
Bila mengacu pada ayat dan hadith di atas, maka tentu penerapan 
harga psikologis tergolong sebagai hal yang dilarang dalam Islam, kerena 
jika bersandar pada ayat yang telah disebutkan di atas tentu ada pihak yang 
dirugikan, yakni konsumen. Sedangkan bila ditinjau dari hadith di atas maka 
6 Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, Hadith Arba’in, (Pasuruan, Dalwa Press, 2010), 7. 
 
 
                                                 

































ada keuntungan yang diambil secara sepihak sehingga keuntungan tersebut 
menjadi shubha>t. 
Di samping itu, penerapan harga psikologis yang digunakan akan 
dibulatkan oleh pelaku usaha ini disebabkan tidak adanya pecahan nominal 
yang terlalu kecil, sehingga dalam konteks demikian akad yang terjadi di 
antara penjual dan pembeli timbul fasad yang mengakibatkan akad jual beli 
tidak sempurna. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘ulama 
madhhab Hanafiyah. 
Sedangkan harga psikologis bila dipandang dari perspektif jumhur 
‘ulama yang mengklasifikasikan sifat akad jual beli antara s}ah}i>h} dan 
gairu s}ah}i>h}, harga psikologis masuk kategori klasifikasi sifat akad yang 
gairu s}ah}i>h}. Sebab, terdapat kecacatan yang terkandung saat transaksi 
yakni adanya pembulatan. 
Sehingga, sebagai solusi atas penerapan harga psikologis tersebut 
ialah menghilangkan mafsadah yang terdapat pada akad jual beli tersebut 
dengan melabelkan harga secara bulat, sehingga penerapan harga tersebut 
menjadi sah dan hilang fasa>dnya dalam hukum Islam. 
Adapun praktik penerapan harga psikologis bila dianalisis menurut 
perspektif perundang-undangan di UU No. 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen tentu menyalahi aturan dari undang-undang 
tersebut. Karena penerapan harga psikologis tidak sejalan dengan asas 
keseimbangan dan keadilan serta tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan 
 
 

































kejujuran pelaku usaha dan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 dan 3. 
Pada Pasal 2 disebutkan bahwa asas perlindungan konsumen adalah 
asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 
konsumen serta kepastian hukum. 7  Sehingga maksud dari asas tersebut 
salah satunya memberikan keadilan bagi konsumen. Adapun tujuan dari 
Undang-undang perlindungan konsumen sendiri seperti yang disebutkan 
pada Pasal 3 huruf (d) dan (e) adalah untuk memberikan perlindungan bagi 
konsumen dan menumbuhkan kesadaran tanggung jawab serta kejujuran 
terhadap pelaku usaha.8 
Sedangkan dalam Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan 
Konsumen disebutkan pada Pasal 4 huruf (b) tentang hak konsumen yang 
menyatakan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. 
Atas dasar Pasal tersebut tentu ada hak konsumen yang tidak 
terpenuhi secara sempurna, yaitu pada kesesuaian nilai tukar yang 
seharusnya dibayarkan oleh konsumen dari harga yang tercantum pada label 
harga pada masing-masing produk yang diperjualbelikan. Sehingga ketika 
ada konsumen yang menuntut haknya tersebut meski hanya sebesar Rp 10,- 




                                                 

































tentu hal tersebut sah secara hukum karena hak konsumen sudah terjamin di 
bawah UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Sedangkan selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi. Disebutkan pada Pasal 5 huruf (c) UU No. 
8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa kewajiban konsumen 
adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Namun fakta 
lapangan menyatakan bahwa konsumen yang seharusnya membayar nilai 
tukar yang sama dengan nilai harga yang tertera pada label harga sehingga 
konsumen harus membayar dengan harga yang dibulatkan di meja kasir. 
Padahal, bila dilihat pada Pasal 6 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban 
pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Jika 
terjadi pembulatan seperti ini, tentu ada konsumen yang merasa dirugikan 
dan ini tentu tidak sesuai dengan itikad baik yang seharusnya dilaksanakan 
oleh pelaku usaha. 
Sebab dari hasil temuan yang ada, terdapat tiga dari sepuluh 
konsumen yang merasa keberatan dengan adanya penerapan harga 
psikologis tersebut, sehingga bagi pelaku usaha tentu memberikan perhatian 
terhadap strategi penerapan harga psikologis. 
Sebagaimana yang dialami oleh Saputra selaku konsumen 
melakukan pembelian sebuah produk Silver Queen Chocolate Crispy 
dengan harga yang tertera pada label Rp 15.990,- namun pada saat 
 
 

































dibayarkan terjadi pembulatan Rp 10,- yang pada hakikatnya Rp 10,- juga 
merupakan hak konsumen dan selaku konsumen pada dasarnya juga berhak 
meminta atau bahkan menuntut untuk dipenuhi haknya karena hal tersebut 
juga dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.9 
Sehingga pada kasus demikian seharusnya tidak diberlakukan 
penerapan harga psikologis untuk menarik konsumen. Meskipun kerugian 
yang dialami oleh konsumen hanya sedikit namun secara hukum hal 
tersebut telah menyalahi aturan perundang-undangan perlindungan 
konsumen. 
9 Saputra, Wawancara, Surabaya, 16 Mei 2019. 
 
 
                                                 


































Sejalan dengan rumusan hasil analisis yang sudah dipaparkan di bab 
sebelumnya, maka sebagai penutup penulis menyimpulkan hasil penelitian 
sebagai berikut: 
1. Penerapan harga psikologis merupakan suatu strategi yang diterapkan 
untuk menarik konsumen dengan menunjukkan nilai yang sedikit lebih 
kecil, contoh Rp 4.990,-. Namun, ketika dilakukan pembayaran dikasir 
ternyata terjadi pembulatan secara sepihak oleh pelaku usaha karena 
tidak ditemukan pecahan uang dengan nilai di bawah Rp 100,- sehingga 
hak konsumen yang seharusnya dikembalikan dari pembulatan tersebut 
tidak dapat dikembalikan. 
2. Adapun penerapan harga psikologis jika dianalisis melalui fiqh 
muamalah tentu belum ada dalil secara konkrit yang menyatakan 
hukum dari penerapan harga tersebut. Hanya saja, pada praktik jualbeli 
tersebut terdapat fasad pada saat akad, oleh karena itu dalam jual beli 
yang mengandung fasa>d harus dihilangkan terlebih dahulu 
kefasadannya. Sehingga, jual beli tersebut menjadi s}ah}i>h} 
hukumnya akibat fasa>d yang ada sudah dihilangkan, yakni dengan 
membulatkan pada label harga tersebut. 
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Lalu, dalam peraturan perundang-undangan pun juga demikian. 
Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah 
diatur bagaimana seharusnya konsumen dan pelaku usaha menjalankan 
kegiatan perniagaan, yakni dengan tidak ada unsur-unsur yang 
merugikan kedua belah pihak. Sehingga dengan terbitnya Undang-
undang tersebut mampu memberikan keadilan, keseimbangan serta 
kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. 
B. Saran 
Dalam menjalankan usaha, sudah seharusnya pelaku usaha 
mengutamakan prinsip etika dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan 
muamalah. Sehingga, keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat dapat terwujud dan mampu memberikan kesejahteraan secara 
merata. Dan dalam penerapan harga psikologis, semestinya harga tersebut 
tetap bisa diterapkan dengan harga yang lebih masuk akal. Contoh; Rp 
15.900,- yang mana harga tersebut masih dapat dibayarkan dengan 
penyesuaian nominal uang yang beredar di Indonesia. Dan tentu hal ini 
seharusnya menjadi kesadaran para pelaku usaha dalam menjalankan 
usahanya secara jujur dan profesional. 
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